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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF DRAINAGE MANAGEMENT POL!CY 
IN REGENCY OF BULUNGAN 

lka Ariani 
Ika dpu@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Bulungan District as the capital ofTanjung Selor Capital and the center of the Capital of North 
Kalimantan Province faces problems in urban drainage management. Drainage that should 
function to reduce the excess water from a region can not be fUnctioned optimally. This is due to 
the non-functioning of the drainage network as it causes puddles in urban areas. This study aims 
to: 1) Describe and analyze Drainage Management Policy in Bulungan District; 2) To describe 
and analyze the Implementation of Drainage Management Policy in Bulungan District; 3). To 
describe and analyze what factors are inhibiting in the Implementation of Drainage Management 
Policy_ in Bulungan District. The method used is qualitative method, with research design is 
descriptive qualitative analysis. The results of research on the implementation of drainage 
management policy in Bulunian District is still far from optimal. It can be seen from the facts in 
the field related to the obstacles factor in the implementation of drainage management policy in 
Bulungan Di.'itrict (/). Communication has never been done by local government either 
communications to the public that is with socialization and communication to the relevant 
technical im·titutions (2). Resources in this case staff I employees who are not sufficient or 
incompetent in their field. lack of supporting facilities in the management of drainage and 
minimal portion of the budget; (3). The bureaucracy structure that supports the implementation 
of the drainage management policy in Bulungan District is less effective, it needs to be improved 
in the form of institutional strengthening and the preparation of SOP; (4) Disposition is the 
executing attitude in the implementation of drainage management policy is good enough this can 
be seen from the willingness of executor in carrying out drainage management but not supported 
incentive; (5) Public role in drainage management is still/ow so that innovation is needed in the 
form of reward as an effort to encourage community's participation. 

KeywordY: Implementation, Policy, Drainage Management 
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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGELOLAAN DRAINASE 
DIKABUPATENBULUNGAN 

Ika Ariani 
Ika.dpu@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Kabupaten Bulungan sebagai pusat Ibukota Tanjung Selor dan pusat lbukota Provinsi 
Kalimantan Utara menghadapi pennasalaban pada pengelolaan dcainase di perkotaan. Drainase 
yang seharusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan tidak dapat 
difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase 
sebagaimana menyebabkan tetjadinya genangan di area perkotaan. Penelitian ini bertujuan: I) 
Mendiskripsikan dan menganalisis Kebijalcan Pengelolaan Drainase di Kabopaten Bulungan; 2) 
Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di 
Kabupaten Bulungan; 3).Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang 
menghambat dalam Implementasi Kebijalcan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan. 
Metode yang digunakan adalab metode kualitatif, dengan desain penelitian adalab analisis 
kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian implementasi kebijakan pengelolaan dcainase di 
Kabupaten Bulungim masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari fakta di lapangan terkait 
faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dcainase di Kabupaten Bulungan 
yaitu (I). Komunikasi bel urn pemab dilakukan oleh pemerintah daerab baik komunikasi kepada 
masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait (2). Sumber 
daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak: cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam 
bidangnya, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan dcainase dan porsi anggaran 
yang minim; (3).Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan 
dcainase di Kabupaten Bulungan betjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenaban dalam 
bentuk penguatan kelemhagaan dan penyusunan SOP; (4) Disposisi adalab sikap pelaksana 
dalam implementasi kebijakan pengeloaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan 
pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan dcainase tetapi tidak ditunjang adanya insentif; (5) 
Peran public dalam pengelolaan drainase yang masih rendab sehingga diperlukaunya inovasi 
berupa pemberian reward sebagai upaya mendorong pastisipasi masyarakat. 

Kala Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Drainase 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Objek Penelitian 

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang terletak tepat pada 

ibukota Provinsi Kalimantan Utara. mempunyai luas 18.010,50 km2
• Secara 

geografis terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 

r09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. 

Letak wilayah administrasi berbatasan dengan : 

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan, 
Sebelah Timor : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi, 
Sebelah Selatan Kahupaten Beran, dan 
Sebelah Barat : Kabupaten Malinau. 

Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km2
. Seperti pada 

tabel dibawah bahwa kecamatan Peso merupakan kecamatan yang memiliki luas 

wilayah paling besar yaitu 3.142,79 km2 dengan besar presentase 23,84% dan 

kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu 

yaitu 198,32 km2 dan persentase sebesar 1,5% dari luas keseluruhan Kabupaten 

Bulungan. 
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Tabel4.1: Luas Wilayah Menumt Kecamatan di Kabupaten Bulungan (km2) 

No Kecamatan Luas (km') Persentase 

I. Peso 3 142,79 23,84 

2. Peso Hilir I 639,71 12,44 

3. Tanjung Palas I 755,74 13,32 

4. Tanjung Palas Barat I 064,51 8,08 

5. Tanjung Palas Utara 806,34 6,12 

6. Tanjung Palas Timor I 277,81 9,69 

7. Tanjung Selor 677,77 5,14 

8. Tanjung Palas Tengah 624,95 4,74 

9. Sekatak I 993,98 15,13 

10. Bunyu 198,32 1,5 

TOTAL 13.181,92 km' 100°/o 
Sumber. BPS Kahupaten Bulungan. Tahun 2017 

Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (1 0) wilayah 

kecamatan sebagai berikut: 

I. Kecarnatan Tanjung Selor terdapat 2 Kelurahan dan 5 Desa; 
2. Kecamatan Tanjung Palas terdapat 4 Kelurahan dan 3 Desa; 
3. Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa; 
4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah tenlapat 3 Desa; 
5. Kecamatan Tanjung Palas Timor terdapat 5 Desa; 
6. Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 4 Desa; 
7. Kecamatan Peso terdapat 10 Desa; 
8. Kecamatan Peso Hilir terdapat 4 Desa; 
9. Kecarnatan Sekatak terdapat 21 Desa; 
10. Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa. 

Secara kualitatif Kecamatan Sekatak mempunyai jumlah desa 

terbanyak di Kabupaten Bulungan. Akan tetapi sentra perkotaan dan mobilisasi 

kegiatan berada di Kecamatan Tajung Selor. 
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2. Gamba ran Umum Kondisi Drainase di Kabupaten Bulungan 

Saluran Drainase di Kabupaten Bulungan merupak:an suatu fasillitas 

pendukung perkotaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bu1ungan baik 

itu mulai dari perencanaan. pembangunan sampai pada pemeliharaan saluran. 

Saluran drainase pada dasarnya berfungsi sebagai suatu sistem untuk 

menyalurkan air hujan dan mengalirkan kelebihan air pada suatu kawasan 

perkotaan sehingga tidak ter:jadi genangan maupun banjir. 

Berdasarkan data dan basil pengamatan maka diperoleh infonnasi 

bahwa kejadian banjir maupun genangan yang terjadi dikawasan kota Tanjung 

Selor bukan saja disebabkan oleh saluran drainase yang kurang baik akan tetapi 

tef(lapat faktor yang disebabkan oleh beberapa· hal Se~ai dengan karakterisiik 

wilayah dan kondisi hidrologi kota Tanjung Selor. Adapun faktor- faktor tersebut 

antara lain sebagai berikut; 

a. Sistem Pembuangan (Drainase) Tidak Beljalan Optimal 

Secara teknis keberadaan sungai/saluran sebagai anak sungai dari 

sungai Kayan sangat membantu sistem drainase perkotaan secara makro, 

karena selain dapat mempercepat proses pembuangan aJiran daJam saluran 

(ouifa/1 drain) juga dapat difungsikan sebagai sarana saluran drainase primer 

untuk sungai-sungai kecilnya. Namun disisi lain keberadaan sungai tersebut jika 

tidak diperhatikan karakteristiknya seperti kondisi aliran, normalisasi sungainya 

dan kapasitasnya dapat mengalcibatkan banjir di daerah perkotun. Jnl 

dikarenakan apabila teljadinya kenaikan tinggi muka pada sungai utama 

(sungai Kayan) akan menjadi pintu inlet bagi aliran air untuk menggenangi 

daerah yang Jebih rendab pada kawasan pennukiman. Dari berbagai 
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pennasalahan sistem drainase/ pengendali banjir yang terdapat di kota Tanjung 

Selor bahwa pennasalaban yang terdapat pada saluran drainase yang ada 

banyak mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi yang terjadi, 

Disamping itu banyak perkuatan- perkuatan saluran (taoggul atau daaar saluran) 

yang mengalami kerusakan akibat gerusan air dan masalah stabilitas struktur 

tanahnya. Kondisi-kondisi seperti ini merupakan salah satu indikator penyebab 

teljadinya baojir. 

Ada beberapa bal yang saogat dominao dan berkaitan langsuog dengan 

memburuknya sistem drainase yang ada di wilayah Tanjung Selor : 

1) Kondisi sistem drainase yang ada pada umumnya tidak 
memenuhi syarat untuk kondisi sekarang dan masa akan datang. 

2) Sedimlm~i yang tinggi "pada setiap sungai atau saluran 
drainase ada. 

3) Memburuknya kondisi lingkungao kota terutarna di daerab 
sempadan sungai, penggundulan kawasan lindung sehingga sering 
terjadi erosi. 

4) Pembuaogan limbah domestic (sampah) dan kesadaran masyarakat 
akan kesehatan lingkungan yang belum baik. Hal ini memberikan 
efek sampingan yang dapat memperburuk sistem drainase kola. 

5) Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yang 
mengakibatkan pusat kola. 

Kondisi tersebut mengakibatkan perubahan tata guna lahan secara besar-

besaran yang memicu terjadinya banjir akibat hilangnya daerah resapan air alami. 

b. Sed.imentasi 

Pengsrnb sedimentasi terlladap teljadinya baqjir dikota T8J1jung selor saat 

ini adalah berlrurangnya kapasitas saluran drainase yang ada sebingga pada 

saat aliran limpasan pennukaan mencapai kondisi puncak(peak). Saluran 

tersebut tidak mampu menampung beban aliran yang ada sebingga aliran 

akan meluap. Selain sedimentasi yang mempengaruhi terjadlnya aenanaan 

juga tidak terkelolanya saluran yang ada karena kurangnya perawatan dan 
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kurangnya kesadaran kebersihan dari penduduk sekitar. 

Sedimentasi terjadi di sungai Kayan pun juga diidentiflkasi 

sebagai saJah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampung badan sungai 

karena penampang dari sungai yang berubah dan debit air yang mengaJir di 

sungai semakin besar akan mengurangi daya tampung dari sungai Kayan itu 

sendiri. Pola gerusan dan sedimentasi dari sungai Kayan memperlihatkan 

belmn tetjadinya keseimbangan ( equilbrium) pada regim sungai Kayan. 

c. Pemanfaatan Tata Guna Laban 

Meskipun dinilai masih kecil tapi perubahan tata guna laban terutama di 

daerah tangkapan air sungai telah memberikan konstribusi yang signiflkan 

terhadap banjir. Pengaruh akibat perubahan tata guna laban yang tidak sesuai 

adalah tidak tersedianya daerah resapan air hujan. Dengan semakin luasnya 

daerah pengembangan atau pembangunan di wilayah perkotaan maka semakin 

besar pula laban yang tertutup bangunan sehingga koefisien pengalir wttuk 

a1iran pennukaan semakin besar yang akan memperbesar debit limpasan 

permukaan yang teljadi. 

d. Penambahan Volume Air Limbah Domestik 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan maka akan 

semakin meningk:at pula volume pembuangan limbah domestik. Mengingat di 

kota Tanjung selor pada kbususnya dan di Indonesia pada umumnya pembuangan 

Iimbab domestik masih ben:ampur dengan saluran drainase perkotaan (belum 

ada saluran Iimbab sendirl), sehingga beban yang harus ditanggung oleh saluran 

drainase yang ada semakin besar di tambab dengan hambatan-hambatan 

aliran dalam saluran akibat banyaknya sampab,yang mengakibatkan air meluap 
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dan menggenangi daerah setempat. 

Dengan asumsi bahwa 80% dari kebutuhan air baku per hari per 

orang bagi penduduk akan menjadi lim bah, jika kebutuhan tersebut adalah 150 

air/orang/hari, maka dapat diperkirakan bahwa besar debit limbah domestik 

perlu diperhitungkan secara teliti dan akurat dalam merencanakan sedimentasi 

saluran yang ada. 

Berdasarkan basil penjabaran penyebab banjir yang terjadi dikota 

Tanjung selor di atas sebenamya dapat dikatakan bahwa ada dua faktor yang 

sangat mempengaruhi banjir yang terjadi, yaitu : 

1) Faktor sungai Kayan, dimana seperti dijelaskan diatas ini mempengaruhi 

sampai dengan 80% kejadian banjir yang teljadi. 

2) Faktor dari dalam seperti pola drainase, perubahan tata guna laban di 

kota Tanjung selor, pertarnbahan jumlah penduduk serta pola kegiatan 

dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

mempengaruhi sampai dengan 20% kejadian banjir yang terjadi. 

Berdasarkan basil pengukuran dan identiftkasi dilapangan, terdapat 

suatu kawasan yang merupakan daerah bantaran banjir ( floodplain) karena 

merupakan daerah dataran rendah yang terletak di bantaran sungai Kayan. 

Sistem drainase pada wilayah ini masih belurn mengacu pada pola 

aliran secara makro dari masing-masing daerah tangk.apan aimya (DAS). 

Saluran yang ada saat ini rata-rata di bangun berdasarkan kepada ruas jalan yang 

ada dengan pembuangan akhir melalui sungai-sungai yang melewati daerah 

perkotaan tanpa memperhitungkan kapasitas tampungan maksimum dari sungai 

itu sendiri dan terkadang ada sebagian saluran drainase tersebut bennuara pada 
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Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan merupakan 

upaya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menciptakan suatu 

lingk:ungan yang sehat, bersih dan bebas banjir. Drainase merupakan salah satu 

fasilitas dasar yang dirancang sebagai suatu sistem guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan merupak:an komponen penting dalam perencanaan kota 

(perencanaan infrastruktur khususnya). 

Terdapat 2 perda yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan drainase di 

Kabupaten Bulungan, yaitu : 

a. Keputusan Bupati Bulungan Nom or 04 Tahun 201 3 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032. Dalam 

perda RTRW ini rnenjelaskan bahwa penataan ruang Kabupaten Bulungan 

adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarak:an oleh pemerintah 

Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam 

rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. 

b. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang 

Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Dalam perda 

tersebut mengatur tentang jarak antara bangunan dengan sungai. pantai. 

danau, jalan, pagar dan fasilitas prasarana urnum perkotaan beserta sangsi 

bagi setiap pelanggarnya. 
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Berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan drainase tersebut diharapkan 

akan memberi kemudahan bagi setiap unsur pelaksana dalam melaksanakan 

pengelolaan drainase yang sesuai standar dari pelayanan minimum yang sudah 

ditetapkan pemerintah pusat dalam bidang drainase. Sehingga peran semua unsur 

menjadi sangat penting agar terciptanya pengelolaan drainase yang baik dan 

berkelanjutan. 

Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase yang telah 

dikemukakan diatas maka peneliti ingin mencari menggali infonnasi kepada 

Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan terkait apak:ah cukup kekuatan 

perda RTRW dan Perda GSB terhadap pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan. adalah sebagai berikut :-

"Semua kebijakan ketika dapat dilalcsanakan sesuai dengan isi 
kebijakan dan pesan dori kebijakan tersebut tentunya pasli akan 
menghasilkan sesuatu yang di harapkan, akan tetapi perlu kita 
ingal bahwa apakah kebijakan itu sendiri bisa terlaksana apabi/a 
sasaran dari lrebijakan itu sendiri tidak mengetahui muatan 
da/am lrebijakan a/au dalam hal ini perda. Saya rasa lretika 
masyarakat tahu isi dari kedua kebijakan itu dan melaksanolcan 
dengan sebaik-baiknya maka saya jamin permasalahan dalam 
penge/olaan drainase aJran sedildtterkurangi, mengapa saya bisa 
mengatakan seperti itu karena otomatis pemerintah bisa dengan 
le/uasa dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya 
karena gangguan terhadap drainase itu sendiri akan terkurangi. " 
(wawancara tanggal, 26 Mei 2017) 

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Pennukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas 

Peketjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, adalah sebagai 

berikut: 

"Tentunya tidak, leila bisa lihat sendiri contain kedua perda 
tersebut terhadap pengelolaan drainase masih minim. anda hisa 
lihat kondisi sekarang ini apakah ada konstribusi kedua perda 
tersebut dalam pengelolaan drainase. Fakta dilapangan sangat 
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jelas bisa kita lihat di seluruh kawasan kola semua /wndisi 
drainase sangat memperihatinkan. Dan kondisi seperti ini 
janganlah dibiarkan, kami butuh dukungan semua pihak untuk 
dapat memhantu lcami. " (wawancara tanggal, 05 April 2017) 

Terkait pennasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera mungk:in untuk 

dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi di masyarakat. 

Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang legal dan spesiflk 

untuk. mengatur ketentuan dalam pengelolaan drainase. Penjelasan Kepala 

Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan mengenai perlunya regulasi tentang 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan juga menguatkan pemyataan di atas. 

"Bahwa pada dasamya pemerintah Kabupaten Bulungan sudah 
mengeluarlcan kehijakan- kebijakan mengenai masalah drainase 
itu sendiri walaupun belum spesifik. Mungkin tidalc menutup 
kemungkinan kedeparmya per/u di buatnya perda yang khusus 
untuk menangani drainase ini sendiri agar bisa me,Yadi acuan 
bagi kita dalam penge/olaan drainase serta penirulalcan dalam 
pe11)1impangan yang terjadi se/ama ini di masyarakat. Apabila 
ada regu/asi yang jelas maka akan memudahkan kita dalam 
pelaksanaan setiap tahapan daJam penge/olaannya karena di 
dalam perda itu je/as mana yang horus dilakukan dan mana 
yang tidalr: boleh dila/culwn . " (Wawancara tangga/, 26 Mei 
2017) 

Hal yang sama .juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan 

Penyeha~ Lingkung~ Pern;tukiman dan Keterpaduan Program Dinas Peke!jaan 

Umum dan Pena~. Ruang Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan sebagai 

berikut: 

"Seftwh-ini belum ada perda yang /chusus mengatur pengelolaan 
· · • dr{liruue di Ka_IJ1Ipaten Bulungan, mungkin ada beberapa perda 

•. ,- .yang _menyinggrmg tenlang penge/olaan drainase dan secara tidalc 
.. ~;(angsung mengatur ketentuan tenlang per/indungan terhadap 
.. -~ .flrainase akan 1tttapi saya rasa tidalc culr:up untuk me,Yadi acuan 

.•·-' ~,pemerinlah daerah maupun masyarakat lrarena selain perda itu 
, . ,, , ,tidalr: pemah dipublikasikan kepada masyarakat dan juga conJoin 
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dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan dalam 
pengelolaan drainase, oleh karena itu harus ada perda yang 
khu.sus mengenai penge/olaan drainase secara spesifik agar jelas 
rule danfunisment nya". (wawancara tangga/, 05 Apri/2017). 

Dari penjelasan di atas maka yang harus menjadi perhatian khusus bagi 

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan adalah kebijakan yang dibuat hams 

spesiflk sehingga sasaran yang dikehendaki dapat tercapai dan perlunya 

melibatkan semua unsur dalam perumusan kebijakan. 

2. Implemeotasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan 

Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa 

terlihat dari lambannya dalam mengatasi pennasalahan drainase yang ada 

sekarang ini. Berdasarkan basil wawancara di lokasi penelitian, dengan 

pertanyaan tentang sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, selaku Kepala Bappeda 

dan Litbang Kabupaten Bulungan, seperti yang dikatakan infonnan B, sebagai 

berikut: 

"Selama ini Jdta Ielah mengganggarkan dan membangun tetapi hal 
yang di lupakan adalah pemeliharaan. Dalam hal ini pem£1iharan 
tidak dilalcukan secara optimal dan control terhadap aktivitas 
infrastruktur pun tidak pemah dilalcsanakan. Hasil dari survey 
kemarin ditemukan bahwa bukan drainase yang ada tetapi banyak 
drainase yang tidak ada yang seharusnya ada,oleh karena itu 
maka dibutuhkan redesain dalam masterp/an drainase serta 
revita/isasi terhadap drainase yang ada. " (wawancara tanggal, 
26Mei2017) 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas 

Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang 

•' 

dikatakan infonnan A, sebagai berikut: 
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"Peron pemerintah saat ini masih jauh dari optimal, dibutuhkon 
lwmitmen penuh oleh pemerintah daerah untuk penanganan 
permasa/ahan drainase ini, perlu priori/as penanganan haik dari 
segi anggaran, personi/, regulasi dan peran semua pihak dalam 
melaksanakannya. Komi sudah melakukan tupoksi komi sehagai 
pe/aksana teknis terkoit penge/olaan drainase ini,akan tetapi hal 
yang perlu diingat bahwa komi membutuhkan support dari 
pemerintah daerah untuk semua itu ". (wawancara tanggal, 05 
Apri/2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, yang 

diwakili oleh kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan infonnan C, sebagai berikut : 

"Sejauh yang saya lihat peran dari pemerintah be/urn optimal, 
Banyak pelanggaran terkait penyalahgunaan drainase masih 
dibiarkan tanpa ada sangsi ". (wawancara tanggal, 25 April 
2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti 

yang dikatakan infonnan D sebagai berikut : 

"Menurut soya kebijakan sqja tidak cukup, perlu perencanaan 
yang matang dari dinm terkait untuk penanganan drainase saat 
ini ". (wawancara tanggal, 08 Mei 201 7). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang 

dikatakan infonnan E adalah sebagai berikut : 

"Menurut saya apa yang pemerintah lakukan saat ini masih jauh 
dari yang lcami horapkan. genangan air dari saluran drainase 
terjadi dimana-mana tanpa ada penindalran, banyak sampah pada 
drainase dan menimbu/kan bau, soya sudah laJXJr Jremana-mana 
a/ran tetapi tidok ada lindale /myutnya hanya wacano - wacano 
saja, perencanaan yang sudah dibuat tidok efektif, dan diatas 
kertas soja tidak. ada realisasinya dilapcmgan. sering turun 
kelapangan lapi hanya me/ihat saja tanpa ada realisosinya ". 
(wawancara tangga/, 08 Mei 2017). 
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Dari keterangan informan seperti yang dipaparkan diatas maka diketahui 

pada intinya semua jawaban adalah sama, yaitu bahwa peran pemerintah 

Kabupaten Bulungan terhadap pengelolaan drainase belum optimal. 

Selanjutnya peneliti ingin mengkaji tentang upaya-upaya apa saja yang 

telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini. Sebagaimana komentar 

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa : 

"Upaya pengganggaran dan pemhangunan selama ini sudoh kami 
/akukan alcan tetapi karena beberapa tahun ini kami mengalami 
keterbatasan pada anggaran malw mungkin banyak kegiatan -
kegiatan yang /rami stop pembiayaanrmya termasuk dalam 
pengelo/aan drainase ini, Akan tetapi pada tahun depan akan 
menjadi prioritas bagi pemerintah daerah lcarena drainase 
merupalran urosan wajib pelayanan dasar yang hmus dipenuhi 
terlepas dari lwndisinya Yang sekarang ini membutuhkan 
perhatian dan penanganan khusus ". (wawancara tanggal, 26 Mei 
2017) 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Pennukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas 

Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang 

dikatakan infonnan A, sebagai berikut: 

"Upaya yang Ielah kami sampai saat ini ada/ah me/akukan review 
masterp/an drainase pada tahun 2015 dan melakukan investiga.si 
terhadap sa/uran drainase di perkotaan ohm tetapi lcendala 
komi ada/ah keterhata.san anggaran untuk merea/isa.sihmnya 
haik pembangunan maupun pemeliharaan, dalam setiap tahun 
kegiatan pembangunan maupun peme/iharaan Ielah kami ajukan 
alcan tetapi karena keterhatasan anggaran maka kegiatan ini 
tidak hisa ter/aksana sesuai harapan kami". (wawancara 
tanggal, 05 Apri/2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan .Keru'l8kan Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan infonnan 

C, sebagai berikut :, 
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"Upaya yang kami lakukan hanya sebatas pembersihan sampah di 
seldtar saluran drainase, seperti rumput, sampah kering. daun, 
kayulranting, dan memang hanya itu batas kewqjiban kami. Bisa 
dilihat dalam perda Nonwr 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan 
sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, Di 
dalam perda tersebut dijelaslron bahwa wewenang lcami ada/ah 
menggangkut sampah dari TPS pada setiap kawasan menuju Ice 
TPA, dan terkait sam.pah rumah tangga menuju ke TPS 
merupakan tanggung jawab warga maupun penge/ola lcawasan. 
Hal ini berarti bahwa sebenamya terkait masa/ah pemeliharaan 
drainase juga sehenamya merupakan tanggrmg jawah 
masyarakat se/aku pemilik lcawasan ". (wawancara tanggal, 25 
April 2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti 

yang dikatakan informan D sebagai berikut : 

"Komi bersama warga pemah beberapa kali melalaJcan kerja 
bakti membersihkan drainase secara bersama-sama, a/can tetapi 
itu semua inisialif dari warga setempat karena dilinglr:ungan 
mereka kondisi drainasenya sudah sanga/ memprihatinkan. yaitu 
warga di ja/an semangka. Untuk sementara ini upoya kami hanya 
memberikan himbauan warga, Tapi saya rasa akan sangat sulit 
jika hanya berupa himbauan saja, harus ada peran daripada 
teman-teman yang berada pada SKPD terkait dalam 
pelaksanaannya". (wawancara tanggal, 08 Mei 2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang 

dikatakan infonnan E sebagai berikut : 

"Saya pemah mengqjak warga disini untulc kelja bakti 
membersihlcan drainase yang tersumbat, dengan mengajak ketua 
RT agar dapat memberi info pada warganya untuk kerja bakti 
akan tetapi itu hanya di/a/cukon I kali, karena yang ilcut 
berpartisipmi pun tidak banyak. pihalc dari para ketua RT disini 
tidak kompak dan bisa dibilang warganya juga masa bodah 
terhadap kondisi yang ada". (wawancara tanggal, 08 Mei 20 17). 

Dari paparan tersebut diatas, dari wawancara dengan ke 5 informan 

menyatakan bahwa mereka telah menjalan kan peran masing - masing sesuai 

dengan kewenangannya daJam pengelolaan drainase. akan tetapi banyak: faktor 

43168.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



76 

pengharnbat dalam pelaksanaannya sehingga upaya yang dilakukan belum dapat 

optimaL 

Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase maka peneliti 

mencari infonnasi terkait siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap 

kondisi drainase yang ada sekarang ini, berdasarkan basil wawancara di lokasi 

penelitian. selaku Kepala Bappeda dan Lithang Kabupaten Bulungan menyatakan, 

sebagai berikut : 

"Yang bertanggung jawah adalah Dinas PUPR karena 
pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum perkotaan yang 
non perwnahan baik jalan.air bersih maupun drainase adalah 
Dinas PUPR, memang pada dasamya stakeholder terlrclit horus 
membantu karena ini merupakan permasalahan bersoma sehingga 
akan mempermudah percepatan penyelesaiannya. Akan tetapi 
permasalahan drainase tidalc semata - mota dari segi pengelolaan 
pemerintah daerah saja akan lelapi peran maryarakaJ itu penting, 
paling tidak masyarakat jangan ikut berlcontribusi terhadap 
gangguan drainase itu sendiri contohnya aktivitas penimbunan 
tanah yang cukup tinggi sehingga maryarakat seena/cnya menutup 
saluran drainase untuk akses kegiatan itu " (wawancara tangga/, 
26Mei 2017) 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepa.da kepada Kepala Seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pennukiman dan Keterpaduan Program 

pada Dinas Pekeijaan Umum dan Pen-ataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti 

yang dikatakan infonnan A, sebagai berilrut: 

"Dinas PUPR memang merupakan dinas teknis lerkail yang 
menangani masalah pengelolaan don pengemhangan sistem 
drainase, akan lelapi apakah mungkin bisa terlaksana dengan 
baik apabila lidak ada sumher daya yang memadai, seharusnya 
semua komponen bersama-sama hukan ho.nya Dinas PUPR saja. 
Conlohnya seperti pada Dinas Lingkungan Hidup mereka punya 
tenaga yang memadai sedangkan Dinas PUPR pemeliharaan 
drainase hanya dikerjakan secara parsial dan ada jangka waktu 
tertentu untuk masa pemeliharaannya, lidak bisa konlinu seperli 
yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan bappeda 
yang merupakan leading sec/or dari semua dinas lerlcait ini 
seharusnya hisa menrupprot kami dalam bentu/c pendanaan yang 
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lwntinu agar program kegiatan yang sudah komi rencanakan 
bisa terealisasi dan yang teralchir adalah maryarakat". 
(wawancara tangga/, 05 Apri/2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan 

C berikut: 

"Tentu soja Dinas PUPR lah yang lebih tepa/ melalcukan 
peme/iharaan dan norma/isasi saluran drainase, karena Dinas 
PUPR meropakan dinas teknis yang mumpuni untuk melakukan 
kegiatan tersebut. Bisa /rita lihat dalam tupoksi dori Dinas PUPR 
pada bidang Cipta karya sangat je/aS hahwa untuk kegiatan 
perencanaan, pembangunan maupun pemeli.haraan saluran 
drainase merupakan tupoksi dari salah satu seksi yaitu Seksi 
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pennukiman dan 
Keterpaduan Program". (wawancara tanggal, 25 April 2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti 

yang dikatakan infonnan D sebagai berikut : 

"Ko/au dari Imtansi pemerintahnya je/as dinas telcnisnya yaitu 
Dinas PUPR yang bertanggung jawah alum tetapi masyaralcol 
juga mempunyai tanggung jawab lerhadap saluran drainase 
dilinglrungannya, jangan hanya se/alu mengharaplran pemerintah 
yang turun Iangan, karena pembersihan drainase seharusnya bisa 
dilakukan masyarakat secara swadaya dan hal ini memang 
membutuhkan inisiatif dari wa7ga itu sendiri. (wawanclU'a tangga/ 
08 Mei 2017). 

Dari keempat informan diatas, maka pada dasamya keterangan infonnan 

adalah sama bahwa dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase mernpakan 

tugas dan wewenang dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan sebagai dinas teknis 

terl<ai~ akan tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh infonnan dari Dinas 

PUPR Kabupaten Bulungan bahwa ini semua mernpakan tanggung jawab 

bersama bukan hanya Dinas PUPR saja tennasuk juga masyarakat Oleh karena 
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itu semua mempunyai peran dan fungsi masing - masing Wltuk mempennudah 

pengimplementasiannya 

3. Faktor Penghambat Dalam lmplementasi Kebijakan Pengelolaan 
Drainase di Kabupaten Bulungan 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, selain ditentukan oleh adanya 

faktor pendukung yang memadai, JUga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk menjamin terlaksananya 

implementasi kebijakan pengelolaan drainase secara baik. Beberapa faktor 

penghambat implementasi kebijakan pengelolaan drainase di K.abupaten 

Bulungan, Peneliti menggunakan teori dari Edward Ill yang terdiri dari empat 

indik.ator penentu dalam implementasi kebijakan publik, Indikator tersebut 

meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi dan teori 

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, indik.ator yang dianggap relevan yaitu 

dukungan publik. Peneliti akan memaparkan indikator- indicator yang menjadi 

penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan melalui uraian berikut : 

a. Komunikasi 

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu 

implementasi kebijakan hal ini terkait penyaJuran informasi dalam pengelolaan 

drainase ini ada 2 jenis, yaitu penyaluran informasi kepada masyarakat dan 

penyaluran informasi kepada sesama unsur pemerintah yang terkait. Bentuk darii 

penyaluran informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialiasi, uji 

publik. maupWl publikasi melalui media massa, media elelctronik maupWl berupa 

banner- banner himbauan. 
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Berdasarkan pemyataan diatas yang menyatakan bahwa penyaluran 

informasi dapat berupa sosialisasi, maka peneliti mencari informasi terkait apakah 

pemah dilakukannya sosialiasasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase 

yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah. Berdasarkan basil wawancara di 

lokasi penelitian, kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekeljaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan infonnan A, 

sebagai berikut: 

"Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi lcepada masyarakat, 
karena menurot saya sebaiknya harus ada dulu perda yang 
mengatur tentang penge/olaan drainase ini Belum perlu untuk 
dilakulrannya sosialisasi terkait penanganan drainase hal ini 
dikarenakan belum adanya perda -yang· mengatur tentang itu -
maka a/ian percuma sosialiasasi dilakUkan apabila tidak 
disertakan regu/rui yang mengatur dalam imp/ementasinya ". 
(wawancara tangga/, 05 Apri/2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten 

Bulungan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup, Camat Tanjung Selor dan Tokoh Masyarakat yaitu infonnan B,C,D,dan E 

bahwa jawaban pada dasamya sama dengan infonnan A. 

Bentuk dari penyaluran infonnasi kepada unsur pemerintah terkait dapat 

dilakukan dengan rapat koodinasi secara intensif baik secara intern maupun rapat 

terbuka. Oleh karena itu maka pene1iti mencari infonnasi terk.ait apak.ah pemah 

dilakukannya rapat koordinasi terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh 

pihak pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara di Iokasi penelitian, kepada Kepala Bappeda 

dan Litbang Kabupaten Bulungan seperti yang dikatakan infonnan B, sebagai 
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berikut: 

"Belum pemah dilaksanakannya sosialisasi lcepada masyarakat, 
karena menurut saya sebaiknya harus ada dulu perda yang 
mengatur tentang pengelolaan drainase ini Belum perlu untuk 
dilakukannya sosia/isasi terkait penanganan drainase hal ini 
dikarenakan be/um adanya perda yang mengatur /enJang itu 
maka a/can percuma sosialiasasi dilakukan apabila tidak 
disertakan regu/asi yang mengatur do/om implementasinya ". 
(wawancara tanggal, 26 Mei 2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan. Seperti yang 

dikatakan informan A, sebagai berikut: 

"Pernah dilakukan I /coli akim letapi hanya rapat intern dengan 
bilpak -wg/d/ bupati, yaitu mimbahos mosalah drainase yang 
tersumbat dan tery·adi genangan dimana- mana khususnya di area 
perkotaan sehingga ditemukan alternalive penanganan yaitu 
menjebol saluran gorong-gorong dengan pipa besi berdiameter 
besar agar saluran gorong- gorong tidak tersumbat dan 
memperlancar a/iran air pada saluran ". (wawancara tanggal, 05 
Apri/2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Camat Tanjung Selor yaitu 

in forman C dan D bahwa jawaban pada dasamya sama dengan in forman B. 

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa masih 

minimnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap 

pennasalahan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan baik itu komunikasi 

dengan masyarakat maupun kepada unsur pemerintah daerah terkait. 
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b. Sumberdaya 

Dalam implementasi kebijaan pengelolaan drainse di K.abupaten Bulungan 

faktor sumberdaya dalam hal ini yaitu staf I pegawai pada pelaksana, fasilitas dan 

anggaran. 

Sesuai basil wawancara dengan kepala seksi Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Pennukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekeljaan Umwn dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A, 

sebagai berikut : 

"Disini yang pernah mengikuli diktat pengelolaan drainase 
perkotaan hanya 1 orang dan itupun sudah plndah ke provinsi dan 
kebidang lain, kesempatan buat bisa dildat bagi kami sangat sulit 
karena factor anggaran yang minim sehingga anggaran khusus 
untuk diklat dihilangkan dan dialihkan untuk Badan Dildat, akan 
tetapi tetap saja sulit dalam mendapatkan kesempatan untuk diklat 
karena dana yang berada pada badan dildat juga minim karena 
harus bisa mengakomodir kebutuhan dik/at semua SKPD di 
Kahupaten Bulungan". (wawancara tangga/, 05 Apri/2017). 

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang 

sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan. Ketersedian fasilitas dalam hal ini berupa alat bantu yang dapat 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, contohnya seperti alai 

pengeruk lwnpur, dump truck sebagai peoggangkut lumpur, dan pompa air 

sebagai penyedot lumpur. 

Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bulungan belum memiliki fasilitas dalam pengelolaan drainase. Hallnl 

diketahui dalam wawancara penulis dengan kepala seksi Penaembanaan 

Penyebalan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Peke~aan 
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Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan 

informan A, sebagai berikut : 

"Kita belum memiliki a/at khusus untuk normalisasi drainase yaitu 
seperti a/at pengeruk endapan ( elcsavator mini) dan a/at untulc 
penyedot lumpur maupun dump truck sebagai penggangkut 
lumpur, Belum pernah dianggarkan juga kedalam DPA karena 
komi masih binggung terkait mekanisme pengoperasiannya seperti 
apa, /carena pastinya a/can membutuhkan anggaran yang begitu 
besar terkait gqji dan operasional pekelja, terlebih dengan kondisi 
keuangan kita yang berapa tahun belakangan ini mengalami 
deficit keuangan, Tetapi apabila ado support dana yang memadai 
saya rasa kenapa tidak semua itu akan kami pikirkan ". 
(wawancara tangga/, 05 April 2017). 

Selain sumberdaya manusia dan dukungan fasilitas dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, bahwa distribusi 

wewenang juga merupakan hal yang penting. Hal ini dapat diidentifikasi peneliti 

dari adanya pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai 

tugas dan fungsinya. Terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase 

di Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini pelaksana dalam pengelolaan drainase dari 

Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mempunyai 

kewenangan yang begitu besar dalam pengelolaan drainase ini. Dinas PUPR 

sebagai pelaksana dalam program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok 

dan fungsi sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan juga memiliki 

kewenangan untuk dapat mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas 

terkait yang dianggap mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelolaan 

drainase ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. 

Berdasarkan pemyataan diatas maka peneliti mencoba untuk menggali 

infonnasi kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

43168.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



83 

Lingkungan Hidup bahwa apak:ah mereka bersedia menerima distribusi 

sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Urn urn dan Penataan Ruang untuk dapat 

bersama- sama da1am pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, Seperti 

yang dikatak.an informan C, sebagai berikut : 

"Kami bersedia saja jika kami diajak untuk turut herlwnstribusi 
da/am pengelo/aan drainase, kami akan bantu semampu kami 
bailc pemildran maupun tenaga akan tetapi jika pastinya akan 
dibutuhkan banyak personel untuk membantu mengingat begitu 
luas wi/ayah yang pastinya akan ditangani sehingga hal ini 
tentunya akan berimplikasi terhahap kebutuhan anggaran yang 
Jidak sedikit. ". (wawancara tangga/, 25 Apri/2017). 

c. Disposisi atau sikap pelaksana 

Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana 

untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. Dari basil wawancara 

mendalam, Pelaksana dalam pengelolaan drainase yaitu dari Dinas Pekerjaan 

Umwn dan Penataan Ruang. Sesuai hasil wawancara dengan kepala seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program 

Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang 

ungkapkan infonnan A, sebagai berikut : 

"Kami siap melaksanakan kebijakan apapun terkait tupoksi , 
apabi/a !wmi didukung oleh semua pihak. baik dari segi 
anggaran, fasilitas, pengetahuan yang cukup buat kam~ apahila 
hal yang paling mendasar saja tidak disupport maka a/ron sepertl 
apa kami melaksanakan kebijakan terselnlt,sla - s/Q saya rasa, 
lwmi butuh lwmitmen yang tinggi dart kepala daerah dan altJ.!an 
lwmi sebagal bentuk dulcungan terhadap lrebijakan tnt". 
(wawancara tanggal, 05 Apri/2017). 

Selanjutnya peneliti menggali infonnasi terkait insentif sebagai bentuk 

penghargaan yang di berikan kepada pelaksana kegiatan, Kepala Seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pennukiman dan Koterpaduan 
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Program Dinas PekeJjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BuiWigan 

Seperti yang ungkapkan infonnan A, sebagai berikut : 

"Pastinya ada, berupa honorarium pe/aksana kegiatan yang 
dibayarkan perbulan, Ketil<a ada pekerjaan fisik terkait drainase 
baik itu perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan pasti 
aka nada insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan 
tetapi bisa tidak ada kegiatan maka honor juga tidak dapat 
dianggarkan Jadi sifatnya honya tergantung kegiatan saja. ". 
(wawancara tanggal, 05 Apri/2017). 

Berdasarkan basil wawancara di atas diketahui babwa untuk pelaksana 

kegiatan pengelolaan dminase menerima insentif berupa honorarium pelaksana 

kegiatan yang di bayar perbulan. Akan tetapi insentif ini banya dapat diterima jika 

ada kegiatan dalam pengelolaan drainase. 

d. Stmktur Birokrasi 

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. 

Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuab kebijakan harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 

dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak orang, ketika struktut organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka 

akan menghambat jalannya kebijakan. Dalam hal pengelolaan drainase ini maka 

aspek yang tennasuk dalarn struktut birokrasi adalab SOP dan Fragrnantasi. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan infonnan terkait 

SOP dalarn pengelolaan drainase yaitu dari Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bulungan. Sesuai basil wawancara dengan Kepala Seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program 

Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Sepertl yang 

ungkapkan infonnan A, sebagai berikut : 
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"Kami belum mempunyai SOP dalam pengelo/aan drainase, 
mungkin kami akan komi usahakan untuk bisa merealisasilrarmya, 
butuh koordinasi dan /consu/tasi mungkin kesuatu daerah agar 
dapat mengadopsi SOP yang sudah ada akan tetapi tetap akan 
kami sesuaikan dengan lwndisi daerah kita ". (wawancara 
tangga/, 05 Apri/2017). 

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau 

aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh 

apara.t pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan 

komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian 

tujuao. 

Berdasarkan basil wawancara menunjukkan bahwa. dukungan struktur 

organisasi yang tepat terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bulungan sebagai leading sektor dalam menjalankan kebijakan public 

sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan 

basil wawancara kepala seksi Pengembangan Penyehatan Linglrungan 

Pennukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan infonnan A sebagai berikut 

"Saya rasa apabi/a pembagian tanggung jawah ini dilaksanakan 
malw akan mempermudah bagi komi, karena selama ini hanya 
Dinas PUPR Jah yang dianggap hertanggung jawab terhadap 
penge/olaan drainase, apabila pembagian tanggung jawab ini 
dilakukan pastinya semua pihak akan memiliki peran masing­
masing". (wawancara tanggal, 05 Apri/2017). 

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan 

keterangan dari infonnan dari Dinas Peketjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bulungan bahwa sulit bagi mereka untuk dapat melaksanakan 

pengelolaan drainase sendiri, maka diperlukan peran dari semua unsur terkait 

dalam mengimplementasikannya. 

43168.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



86 

e. Dukungan Publik 

Dari basil pengamatan dan wawancara mendalam, terkait seberapa besar 

dukungan public terhadap implementasi kebijakan pengelolaan drainase di 

Kabupaten Bulungan saat ini. Sesuai basil wawancara dengan Kepala Seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program s 

Dina.s Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang 

ungkapkan informan A, sebagai berikut : 

"Untuk saat ini dukungan public dalam penge/olaan drainase 
masih sangat minim dan masih jauh dari yang kita harapkan, Bisa 
dilihat dilapangan bahwa public lah yang berlwntribusi terhadap 
permasalahan yang muncul dilapangan. Aka~ tetapi kita tidak 
menutup mala bahwa ada sege/intir ma!Jl«rakat yang peduli 
terhadap drainase dilinglcungannya, Hal ini bisa kita lihat 
beberapa !ia/i dilakukannya kerja _boleti membersihkan drainase 
yang dilakukan oleh warga jl.semangka akhir tahun lalu. Hal ini 
merupakan bukti bahwa masih ada yang pedu/i dengan drainase 
dilingkungan kita ". (wawancara tangga/, 05 April 20 17). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti 

yang dikatakan informan D sebagai berikut : 

"Dukungan public terhadap pengelolaan drainase ini dapat 
dikatakan baik akan tetapi dulcungan ini tidak dibarengi dengan 
kepedulian mereka terhadap lingkungan, kalau saya lihat hanya 
beberapa kawasan saja yang warganya pernah beberapa kali 
mengadakan kerja bakti membersihkan drainase secara swadaya 
dan sisanya lwnya mengharap pemerintah daerah unlllk 
menanganinya. "(wawancara tanggal 08 Mei 2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyaraka~ Seperti yang 

dikatakan infonnan E adalah sebagai berikut : 

"Apa yang dUakukan pemerintah apabUa itu baik tentunya a/can 
kami dukung. Termasuk kebijakan tentang drainase ini, unlllk 1111 
perlu sebenamya mengajak mosyarakat unlllk bersama-sama 
melakukan pengelo/aan drainase di Kabupaten Bulungan Int. 
Mung}rJn adanya himbawm berupa pemberslhan dralnose dangan 
kerja bakti setiap bulannya konna saat lnl sullt untuk dapat 

,( 
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mengajak masyarakat meluangkan waktu ke1ja bakti, walopun ada 
yang datang hanya sedikit ". (wawancara tanggal, 08 Mei 201 7). 

Dari basil wawancara ini maka dapat kita l<etahui bahwa berdasarkan 

keterangan dari informan dari Dinas PUPR dan masyarakat bahwa dukungan 

public dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan masih minim hal ini di 

buktikan bahwa sulitnya untuk dapat diajak berpartisipasi dalam bentuk kegiatan 

kerja bakti. 

Selanjutnya peneliti ingin menggali infonnasi terkait sejauh mana upaya 

pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan 

drainase di Kabupaten Bulungan ini. Sesuai basil wawancara dengan Kepala Seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program 

Dinas Pekerjaan Umwn dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan,. Seperti yang 

ungkapkan infomtan A, sebagai berikut : 

"Terus terang belum ada upaya yang kami Iakukan untuk 
mendapatkan dukungan publik dalam pengelolaan drainase ini. 
Tapi akan komi coba untuk dapat merealisasikannya.kami harap 
masyaralcat his a bersabar terhadap kondisi ini ". (wawancara 
tangga/, 05 Apri/2017). 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bappeda & Lithang 

Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, Camat Tanjung Selor dan Tokoh Mayarakat yaitu infonnan 

B,C,D,dan E bahwa jawaban pada dasamya sama dengan informan A. 

Dari beberapa keterangan yang diberikan infonnan, jelas bahwa belum ada 

upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan terhadap 

permasalahan pengelolaan drainase ini, di sini bisa terlihat belum ada upaya yang 

dilakul<an untuk mendapatlcan dukungan publik. 
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C. PEMBAHASAN 

1. Kebijakao Pengelolaan Draioase di Kabupaten Bulungan 

Maksud dan tujuan dari dibuatnya kebijakan publik menurut Widodo 

(2007:14) adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di 

masyara.kat. Masalah itu tentu saja beraneka ragam bentuk dan intensitasnya serta 

keharusan untuk segera menyelesaikan pennasalahan yang ada 

Sesuai dengan amanat Menteri Peketjaan Umum RI Nomor 

12/PRT/M/2014 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem 

drainase perkotaan. Peraturan ini dibuat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maka dapat dikatakan bahwa 

aturan ini merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah, pihak swasta maupun 

masyarakat dalam pengelolaan drainase yang baik. 

Dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat tersebut terkait 

penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, Maka untuk Kabupaten Bulungan 

belum pernah dilakukan tindak lanjut_terhadap peraturan ini. Hal-ini di sebabkan 

oleh kurangnya infonnasi maupun maupuri koordinasi terhadap peraturan­

peraturan barn yang di keluarkan oleh pemerintah pusat. 

Adapun kebijakan terkait drainase di Kabupaten Bulungan telah terlebih 

dahulu ada sebelum peraturan pusat disahkan yaitu terkandung daJam Keputusan 

Bupati Bulungan Nom or 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 dan Keputusan Bupati Bulungan 

Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan. Pagar. 

Sungai dan Pantai. 
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Dalam perda RTRW ini terdapat muatan terkait kebijakan dan strategi 

dalam pengelolaan drainase yang meliputi pembangunan saluran drainase 

perdesaan, Pembangunan saluran drainase perkotaan, Peningkatan kualitas saluran 

drainase perdesaan, Peningkatan kualitas saluran drainase perl<Olaan, dan 

Pemerliharaan saluran drainase makro dan milcro. 

Begitupun dengan pada perda GSB Nomor 07 Tahun 2012 mengatur 

tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Contain 

pengelolaan drainase pada perda terdapat dalam pengaturan garis sepadan jalan 

terhadap fasilitas sarana dan prasana pemerintah tennasuk drainase. 

Dari hasil telaah dokumen perda maupun dari basil wawancara kepada 

informan bahwa muatan ke 2 perda ini terhadap kebijakan pengelolaan drainase 

masih sangat minim. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam perda tata 

ruang Nomor 04 Tahun 2013 hanya mengatur tentang kebijakan pemerintah 

daerah dalam pembangunan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan 

akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa pengelolaan drainase yang 

harus dilakukan, apa saja yang diatur didalamnya dan sangsi apa yang akan 

dikenakan bagi setiap pelanggamya. 

Sarna halnya dengan perda GSB Nomor 07 Tahun 2012 yang mengatur 

tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Kebijakan dalam 

perda GSB ini tidak sepenuhnya mengatur tentang drainase pada khususnya akan 

tetapi dalam perda ini terdapat pasal yang mengatur tentang jarak bangunan 

dengan fasilitas umum termasuk dalam hal ini adalah drainase, Tentu perda ini 

berkontribusi dalam meminimalisir gangguan terhadap drainase berupa 

penyalahgunaan saluran drainase terhadap alih fungsi saluran drainase menjadi 
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tempat usaha maupun hunian, Karena diharapkan tidak ada lagi bangunan yang 

berada diatas badan drainase sehingga akan mempennudah kegiatan pemeliharan 

dan nonnalisasi saluran drainase. Akan tetapi dalam perda ini hanya mengatur 

tentang ketentuan sepadan bangunan saja, Terkait pengelolaan drainase dalam hal 

ini hanya dalam konteks perlindungan terhadap fasilitas umum saja 

hnplikasi dari kondisi di alas adalah kedua perda ini tidak dapat dijadikan 

pedoman dalam pengelolaan drainase dan tidak cukup kuat untuk dapat dijadikan 

sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan drainase, Mengingat bahwa kondisi 

drainase di Kabupaten Bulungan saat ini sangat memprihatinkan serta kondisi 

buruknya drainase apabila dibiarkan akan berpengaruh buruk terhadap 

masyarakat disekitamya maka dibutuhkan perhatian penuh dari pemerintah dalam 

bentuk penanganan secara dini sehingga dampak: yang ditimbulkan tidak meluas. 

Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan saat ini hanya 

berupa himbauan, instruksi atau bahkan perintah saja, belum ada produk hokum 

yang mengatur secara spesifik dan menjadi acuan dalam pengelolaannya. 

Sulitnya untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan tanpa adanya 

regulasi dan aturan yang jelils maka berimplikasi terhadap penanganan 

dilapangan. Penanganan pennasalahan dilapangan yang begitu kompleks baik 

teknis maupun non teknis serta banyaknya temuan dilapangan terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menyulitkan untuk dilakukannya 

penindakan karena tidak memiliki dasar hukum dan aturan yang kuat untuk dapat 

ditindak lanjuti. 

Sangat banyak definisi mengenai peraturan, Akan tetapi sebagian besar 

dari definisi ini memang cenderung memiliki fokus membatasi. Salah satu 
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definisi yang komprehensif adalah definisi dari Michael Reagen yang 

mendefinisikan peraturan-peraturan sebagai suatu proses atau aktivitas dimana 

pemerintah harus atau menetapkan aktivitas - aktivitas atau perilaku - perilaku 

tertentu yang harus dilak:ukan oleh individu-individu atau institusi-institusi, yang 

sebagian besar diantaranya adalah swasta, dan kadang-kadang juga publik, dan 

melakukan hal tersebut melalui suatu proses administratif yang 

berkesinambungan, pada umumnya melalui agen-agen regulatory (pemerintah) 

yang didesain secara khusus. Jadi, peraturan adalah ditetapkan oleh pemerintah 

yang hams ditaati (dipenuhi) oleh target yang dimaksudkan; setiap kegagalan 

untuk menaati peraturan tersebut biasanya akan menimbulkan suatu hukuman 

(penalty). (Tachjan, 2006: 179-180). 

Menurut Armen Yasir dkk (2012 : 2) Penyusunan kebijakan publik 

ditingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda yang merupakan 

produk kebijakan yang sangat penting ditingkat daerah haruslah dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Masyarakat 

sebagai pemangku kepentingan Perda hendaknya dapat diberi kesempatan untuk 

ikut menentukan arah dan substansi kebijakan selama tidak bertentangan dengan 

kebijakan umwn ditingkat nasional dan sejalan dengan peraturan perundang­

undangan yang berlak.u. Mekanisme keterlibatan inilah yang penting untuk diatur 

dalam suatu peraturan legal formal agar dalam prakteknya tidak lagi ada 

keraguan masyarakat akan pentingnya peran serta dalam pemerintahan. Disisi 

lain ketersediaan mekanisme pelibatan ini akan memberi fonnat baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini pengelolaan badan 

publik, untuk senantiasa memerhatikan kedudukan masyarakat dalam perumusan 
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kebijakan. 

Sejalan dengan teori kebijakan yang diutarakan dalam bentuk peraturan 

maka pada penelitian Wayan (2010) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara 

kebijakan publik dengan hukum berjalan seiring, sejalan dengan prinsip saling 

mengisi. Kebijakan publik umumnya dilegalisasikan dalam bentuk hokum 

sedangkan hokum adalah basil dari kebijakan poblik. Maksodnya, seboab produk 

hokum tanpa adanya proses kebijakan poblik maka prodok hokum tersebut dapat 

kehilangan makna substansinya. Sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa 

adanya legalisasi dari hukum maka dimensi operasionalisasinya akan menjadi 

lemah. Dengan demikian, kebijakan publik perlu dilegalisasi dalam bentuk hukum 

dengan tujuan untuk menjamin legalitasnya di Japangan. Kadang- kadang dapat 

terjadi bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan memerlukan kurun waktu 

tertentu agar dapat berlaku secara efektif. Dalam kondisi demikian ini, kebijakan 

publik diperlukan sebagai sarana untuk mendukung hokum agar penerapannya 

sesuai dengan rasa keadiJan dalam masyarakat. 

Paparan diatas bahwa dari kesimpulan penelitian terdahulu maka relevan 

ontok dapat di jadikan dasar ontuk merumoskan peraturan dalam kebijakan 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Sangat jelas bahwa peraturan di 

buat untuk dapat mengatur masyarakat maupun pihak: swasta dalam penerapan 

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Untuk itu dalam suatu penerapan 

kebijakan dibotuhkan suatu peraturan spesifilc, jelas dan dilegalisasi dahun 

bentuk hokum. 

Perlu komittnen penuh dari pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dapat 

segera menyusun regulasi dan produk hukum yang jelas tentang pengelolaan 
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drainase dan dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama penuh dari pemerintah 

daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam penyusunan regulasi dalam 

pengelolaan drainase ini. 

Lain halnya dengan pendapat Nugroho (2003 54) dalam ( lrawan dkk, 

) mendefinisikan bahwa : 

"Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah 
untuk dike1jakan dan haJ./10/ yang diputuskan pemerintah untuk 
tidak dikerjakan a/au dibiorkan. Untuk itu Kebijakan Publik 
tidak horus sela/u berupa perundang-undangan, namun hisa 
berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun 
disepalwti ". 

Terkait mengenai pendapat diatas yang menyatakan bahwa kebijakan bisa 

berupa peraturan ~- peraturan yang tidak _ tertulis namun disepakati maka Jain 

halnya pada permasalahan drainase ini. Kebijakan drainase yang dibuat oleh 

pemerintah daerah harus tertuang dalam bentuk regulasi/ produk hukum yang 

jelas dan aturan yang mengikat, Karena untuk permasalahan drainase ini sendiri 

merupakan pennasalahan yang bersifat kompleks dan dalam penanganannya 

membutuhkan peran dari semua pihak sehingga dibutuhkan suatu legalitas 

hokum yang jelas da1am pedoman ASN dalam mengimplementasikan kebijakan 

dilapangan. 

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan 

lmplementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. 

Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak 

berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu 

dilakukan dengan mempertim-bangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik 

yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan 
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harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik 

merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers 

bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam 

implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi 

dari suatu program melibatkan upaya- upaya policy makers untuk mempengaruhi 

perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur 

perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik. kebijakan publik 

diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa 

dampak pada warganegaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono. 2005:87) 

lmplementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten implementator 

utama yaitu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Bulungan yang bertanggung jawab secara substantif. Sesuai dengan Keputusan 

Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, togas dan 

fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Bulungan. 

Sesuai dengan tupoksi yang terdapat daJam perda tersebut bahwa 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan adalah berada dibawah Bidang 

Cipta Karya dan Seksi yang memiliki togas dan wewenang dalam pengelolaan 

dan pengembangan drainase adalab Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman dan Keterpaduan Program. 
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Upaya implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang dilakukan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai 

implementator utama dalam pengelolaan drainase, terdiri dari 5 tahapan kegiatan 

yaitu; 

1) Pengaoggaran Dalam Pengelolaan Drainase 

Penganggaran Dalam Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan di 

lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan 

yang diakomodir kedalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Renja adalah 

dokumen perencanaan satuan keija perangkat daerah untuk. periode 1 tahun (UU. 

No.25 Tahun 2004) yang mernuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan dalam 

hal ini dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan drainase dan 

bertanggung jawab terhadap rumusan kegiatan yang barns di akomodir ke dalam 

renja SKPD. Dalam penganggaran pengelolaan drainase pada Dinas Peketjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan pada setiap tahunnya 

memerlukan dana yang cukup besar dalam kegiatan pengelolaan drainase , 

Menginggat bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bulungan yang sangat luas dan 

untuk: dapat mengakomodir aspirasi masyarakat di Kabupaten Bulungan 

berdasarkan basil musrembang kecamatan seperti pada tabel di bawah ini ; 
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Tabel. 4.2 Alokasi anggaran pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan 

No. Nama Kegiatan Tabun Anggaran Alokasi yaog di 
di Renja Akomodir di RKA 

I. Pengelolaan Drainase 2013 Rp. 25.000.000.000,· Rp. 4.000.000.000,· 
di Kabupaten Bulungan 

2. Pengelolaan Drainase 2014 Rp. 22.850.000.000,· Rp. 791.300.000,· 
di Kabupaten Bulungan 

3. Pengelolaan Drainase 2015 Rp. 52.500.000.000,- Rp. 2.588.950.000,-
di Kabupaten Bulungan 

4. Pengelolaan Drainase 2016 Rp. 11.250.000.000,- Rp. 509.900.000,-
di Kabupaten Bulungan 

5. Pengelolaan Drainase 2017 Rp. 17.800.000.000,- Rp. 6.650.000.000,-
di Kabupaten Bulungan 

Sumber Ren;a SKPD Dmas Pekeryaan Umum KabupaJen Bulungan Tahun 2013-2017 

Pada tabel alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bulungan tahun 2013-2017 maka dapat kita ketahui babwa 

anggaran pada renja untuk pengelolaan drainase cukup besar untuk dapat 

mengakomodir kebutuhan dalam pengeloaan drainase di Kabupaten Bulungan. 

Akan tetapi apabila kita melihat dari alokasi dana yang dapat di akomodir pada 

RKA Dinas Pekerjaan Umwn dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan pada 

tahun 2013-2017 maka sangatjaub dari apa yang di butuhkan pada renja, Hal ini 

mengingat bahwa semua kegiatan yang bisa di akomodir dalam RKA merupakan 

kegiatan yang di anggap prioritas dan membutuhkan penanganan secepatnya dan 

menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bulungan. 

Untuk ito maka apa yang ada di da1am renja tidak mungkin untuk dapat 

diakomodir keselumhan menggingat juga banyak sector dari instansi lain yang 

juga membutuhkan anggaran yang cuk.up besar sehingga pagu anggaran yang ada 

di bagi - bagi agar terjadi pemerataan program kegiatan di Kabupaten Bulungan. 
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2) Perencanaau Pembangunan Drainase 

Perencanaan drainase di Kabupaten Bulungan bennula dari perencanaan 

Detail Engineering Desain (DED) pada Tahun 2007 dengan anggaran senilai 

Rp.l.800.000.000,00 dan dilakukan review pada tahun 2014 dengan anggaran 

Rp.700.000.000. Araban pembangunan fisik drainase di Kabupaten Bulungan di 

harapkan mengacu kepada basil perencanaan tersebut, Akan tetapi fakta 

dilapangan ditemukan bahwa basil perencanaan yang ada tidak digunakan sebagai 

dasar acuan dalam perencanaan, Hal ini disebabkan bahwa banyaknya ditemukan 

perbedaan exsisting antara basil perencanaan dengan kondisi dilapangan. 

lmplikasi kondisi tersebut bahwa perencanaan yang telah menghabiskan dana 

cuk.up besar tersebut hanya menjadi dokumen yang tidak-dapat dimanfaatkan dan 

dipertanggung jawabkan hasilnya dan pastinya dibutuhkan space anggaran 

perencanaan lagi ketika akan membangun drainase. 

Untuk itu maka dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan untuk 

dapat benar - benar menghasilkan suatu perencanaan yang matang. berkualitas 

dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga dapat menjadi standar dan pedoman 

bagi pada pelaksana dalam pembangunan drainase yang lebih baik kedepan. 

3) Pembaogunan Drainase 

Pembangunan drainase di Kabupaten Bulungan pada umumnya 

dilakukan dengan sistem parsial dan tidak menyelesaikan keseluruhan dalam 

suatu kawasan karena drainase yang dibangun tidak berfokus dalam suatu 

kawasan saja akan tetapi pembangunan drainase menyebar berdasarkan kebutuhan 

masyarakat. Pada sistem ini drainase yang dibangun terpeeah - pecab dan tidak 

berkesinambungan satu dengan yang Iainnya. Banyak hal yang menyebabkan 
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kondisi semacam ini terjadi baik itu disebabkan oleh pendanaan yang minim 

maupun pemerataan pembangunan disemua kawasan. 

Implikasi dari kondisi tersebut adalah drainase yang sudah dibangun 

tidak dapat difungsikan dengan optimal mengingat bahwa drainase yang dibuat 

bukan merupakan sistem kesatuan drainase yang menyeluruh disuatu kawasan 

melainkan hanya bangunan yang berdiri sendiri tanpa ada koneksi pada sistem 

yang sudah ada. 

Untuk itu perlu penguatan porsi anggaran untuk dapat digunakan 

menangani suatu kawasan secara menyeluruh dan setelah itu baru lanjut untuk 

menangani pennasalahan kawasan lainnya. Perubahan mainset dari para 

impementator juga penting menginggat bahwa pemerataan pembangunan bukan 

dilakukan dengan menyebar kegiatan pada suatu kawasan dan kegiatan yang 

dihasilkan tidak dapat difungsikan, Diperlukan suatu urutan prioritas bagi 

kawasan yang benar- benar butuh penanganan terlebih dahulu sehingga 

penyelesaian pennasalahan dapat satu persatu ditangani dengan tuntas. 

4) Pemelibaraao Draioase 

Pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan 

melakukan normalisasi pada saluran drainase dan rehabilitasi pada saluran yang 

telah rusak. Kegiatan pemeliharaan drainase ini dilakukan dengan sistem parsial 

dan dikerjakan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan masa pelaksanaan dan 

masa pemeliharaan 180 hari kalender. Kegiatan pemeliharaan drainase 

dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor) dan dikeljakan oleh tenaga ahli yang 

telah ditentukan. Fakta dilapangan ditemukan bahwa kegiatan pemeliharaan 

drainase di Kabupaten Bulungan ini dirasakan tidak efektif karena nonnalisasi 
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saluran hanya dilakukan dengan I kali tahapan dan cenderung dikerjakan dengan 

asal-asalan oleh pihak ketiga. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa kegiatan 

pemeliharaan drainase tidak dilakukan setiap tahun dikarenakan minimnya 

anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. 

Implikasi dari kondisi dilapangan terhadap saluran drainase buruknya 

kondisi saluran drainase dilapangan yang membutuhkan pemeliharaan secara 

kontinu dan berkala, pada setelah masa pelak:sanaan berakhir dan masa 

pemeliharaan selesai maka tidak ada kegiatan pemeliharaan saluran. 

Untuk itu perlu penguatan porsi anggaran untuk dapat digunakan dalam 

pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan dan menangani suatu kawasan 

secara menyeluruh dan setelah itu baru lanjut untuk menangani pennasalahan 

kawasan lainnya. Perubahan mainset dari para impementator juga penting 

menginggat bahwa pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan menyebar 

kegiatan tetapi dikeljakan setegah-setengah, akan tetapi lebih kepada penyebaran 

kegiatan dan penyelesaian pennasalahan secara tuntas. 

5) Monitoring I Control Terhadap Salurao Draioase 

Menurut (fachjan, 2006 : 29-30) Mengembangkan metode- metnde dan 

prosedur - prosedur yang di butuhkan, termasuk cara - cara untuk terns menerus 

meninjau hasil - hasil sewaktu program itu dalam pelaksanaan. Jadi, sambil 

berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan maksud dan sasaran 

utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu 

berlansung dengan dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi 

dan dengan basil pekeljaan yang memenuhi standar yang telah di tentukan serta 

terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran - sasaran organisasisional. 
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Monitoring I Control terhadap saluran drainase merupakan suatu tahapan 

implernentasi kebijakan pengelolaan drainase yang tidak pemah dilakukan oleh 

dinas teknis terkait, Hal yang menjadi dasar mengapa hal ini tidak dilakukan 

adalah selain dari anggaran yang minim juga terkait tidak adanya inisiatif dari 

dinas teknis terkait untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini berimplikasi 

terhadap kondisi drainase dilapangan yang tidak pemah dikontrol sehingga tetjadi 

banyak penyalahgunaan terhadap drainase, baik itu terkait bangunan yang berada 

diatas badan drainase, penutupan saluran drainase oleh aktivitas penimbunan 

tanah kaplingan maupun penyumbatan yang terjadi pada gorong-gorong oleh 

sampah maupun rumput liar. 

Fakta dilapangan membuktikan bahwa tidak adariya inisiatif dari­

pemerintah daerah untuk bersama - sama mencari solusi dan penyelesaian 

permasalahan drainase ini mengindikasik:an bahwa pemerintah daerah tidak peduli 

dan cenderung tutup mata terhadap kondisi yang ada dilapangan. Dengan kasat 

mata dapat kita lihat kondisi yang terjadi dilapangan akibat dari tidak berjalannya 

implementasi dari pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Saluran drainase 

yang tergenang. penuh dengan sampah dan menimbulkan bau tidak sedap bisa kita 

dilihat disemua sisi jalan di perkotaan. Dan dengan kondisi seperti ini pun tidak 

dapat mengerak.kan hati masyarakat untuk melakukan pembersihan secara 

swadaya. Seperti pemyataan yang diungk:apkan oleh informan dapat kita 

simpulkan bahwa tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase secara swadaya, Hal ini merupakan 

bentuk dari kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap 

lingk:ungan disekitar mereka sendiri. 
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Dari keseluruhan tahapan, permasalahan dan implikasi yang telah di 

jelaskan di atas terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umurn dan 

Penataan Ruang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan optimal, Dapat 

kita lihat pada tahapan prosesnya masih hanyak yaog perlu dilakukao dan perlu 

dibenahi. 

Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile 

Grindle (1980) sebagai berikut: "'Pengukuran keberhasilan implementasi dapat 

dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program 

sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari 

individual projects dan yang kedua apakah tujuan program terSe but tercapai". 

Sejalan dengan implementasi suatu kebijakan pada penelitian Asva Rinny 

(2012) yang menyimpulkan dari basil penelitiannya bahwa Implementasi 

kebijakan perlu dimaksimalkan terutama proses sosialisasi kebijakan, 

penggalian potensi baru, penetapan target penerimaan yang realistis sesuai dengan 

potensi yang ada, peningkatan kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat, 

meningkatkan proses pengawasan dan menjalankan kebijakan sesuai aturan, 

termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi 

kebersihan melalui penyuluhan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran 

hukum retribusi kebersihan dan meningkatkan biaya operasional pemeliharaan. 

Dari paparan diatas bahwa dari kesimpulan penelitian terdahulu maka 

diperlukan tahapan-tahapan yang jelas untuk. mencapai kesuksesan suatu 

implementasi kebijakan. Perlu memaksimalkan semua proses tahapan agar tujuan 

kebijakan tercapai. 
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Begitu pentingnya peran pemerintah terhadap kesuksesan suatu 

implementasi kebijakan dapat diartikan bahwa pemerintah menjadi leader dan 

ujung tombak dari implementasi suatu kebijakan. Tidak akan berhasil suatu 

kebijak.an apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik itu terkait surnber 

pendanaan maupun implementasinya. Walaupun untuk mencapai suatu tujuan 

kebijakan tidak. rnungkin akan dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh 

pemerintah saja. Artinya, Perlu peran dari semua pihak dalam membangun 

keijasruna berbagai pihak. 

Agar terlak.sananya implementasi kebijakan pengelolaan drainase secara 

bersama - sama oleh semua pihak maka seharusnya dilakukan komunikasi secara 

intensif oleh semua pihak terkait program - program apa saja yang akan 

dilaksanakan, tahapan - tahapan apa saja yang akan dilakokan dalam 

pelaksanaannya, serta evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan. 

Dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembiayaan dan pastisipasi oleh 

masyarakat dalam pengelolaan drainase ini. 

3. Faktor Pengbambat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan 
Drainase di Kabupaten Bulungan 

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi 

kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten BulWlgan antara lain: komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, struktur blrokrasi dan dukungan publlk. 

a. faktor komunlkui 

Komunikasi merupakan faktor pertama dan utama yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasl 

yang baik dapat te~adi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahul apa yq 
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akan dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekeljaan yang akan 

dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan 

agar aparat pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 

kebijakan yang dilaksanakan (Edwards Ill, 1984). 

Terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan, faktor kornunikasi dalam hal ini merupakan salah satu penghambat 

dalam kebijakan pengelolaan drainase. Pennasalahan pada faktor komunikasi 

dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini ada 2 yaitu komunikasi 

kepada masyarakat dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah. 

Komunikasi kepada masyarakat dalam artian terkait sosialisasi dan 

publikasi kepada publik terkait kebijakan pengelolaan drainase dan komunikasi 

kepada instansi pemerintah lainnya terkait rapat koordinasi antar instansi terkait 

lainnya. Dari basil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka 

diketahui bahwa belum pemah diadakannya komunikasi baik itu berupa 

sosialisasi kepada masyarakat maupun rapat koordinasi kepada instansi terkait 

kebijakan pengelolaan drainase. 

Menurut Purwanto Agus (2012). sosialisasi yang terbaik adalah 

melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan kebijakan yang 

akan berimplikasi kepada mereka. Perlibatan kelompok sasaran tersebut dapat 

mengambil bentuk konsultansi publik. dimana da1am forum tersebut para perumus 

kebijakan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/program untuk 

mendapat masukan dan persetujuan dari masyarakat yang akan menjadi kelompok 

sasaran kebijakan/program. 

43168.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



104 

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa masih 

minimnya komunikasi yang terjadi pada unsur pemerintah terkait menyebabkan 

perbedaan persepsi kepada para pihak karena infonnasi yang seharusnya mereka 

dapatkan tidak sampai sehingga berimplikasi terhadap peran dan pemahaman 

mereka terhadap pengelolaan drainase itu sendiri. Dan dibutuhkan suatu 

komunikasi yang intens dan terjadwal dengan baik. 

Penyebaran (pemberian) informasi merupakan suatu instrument pasif, 

yaitu dengan jalan memberikan informasi kepada individu-individu dan 

perusahaan - perusahaan dengan harapan agar mereka mengubah perilaku sesuai 

dengan yang diinginkan. lnformasi sering sekali bersifat umum, yang 

dimaksudkan untuk membuat agar penduduk menjadi lebih berpengetahuan 

sehingga mereka dapat mengambil pilihan-pilihan secara terinformasi 

(fachjan, 2006: 191) 

" 

Implernentasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi 

kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and 

comistency) (Van Mater dan Yarn Hom, dalam Widodo 1974:135). Disamping 

itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh daJam implementasi 

kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, 

demik.ian sebaliknya 

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh 

(Nurmawati,20J5:129). Bahwa komunikasi yang berjalan belum efektif. 

dibutuhkan adanya peningkatan pada intensitas dan frekuensi komunikasi yang 

disepakati bersama dan terjadwal baik. 
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Komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan tidak: saja hanya 

dilakukan kepada masyarakat akan tetapi hal yang perlu diketahui bahwa 

penyampaian informasi berupa koordinasi juga harus dilakukan kepada unsur 

terkait dalam Iingkungan pemerintah daerah hal ini bertujuan agar menghindari 

kesalahan interpretasi terhadap tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan 

kebijakan pengelolaan drainase. 

Untuk itu terkait komunikasi kepada instansi pemerintah terkait 

dibutuhkan inisiatif dari leading sector pemerintah daerah yaitu Bappeda dan 

Litbang Kabupaten Bulungan untuk. dapat memfasilitasi pertemuan instansi terkait 

dalam bentuk rapat koodinasi secara intensif sebagai media penyatuan pendapat 

maupun persepsi terkait peran dalam pengelolaan draiha:"e di K.abupaten 

Bulungan. Dan terkait komunikasi kepada masyarakat dalam hal sosialisasi dalam 

pengelolaan drainase harus secara intensif dilakukan mulai dari perumusan suatu 

kebijakan sampai tahap pelaksanaan suatu kebijakan dan hal ini dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait kebijak.an 

tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan berkolaborasi dengan dinas teknis 

terkait dan dapat juga dilak.ukan publikasi dalam bentuk spanduk, ikl~ reklame 

terkait pemeliharaan drainase di tempat- tempat umum. 

b. Faktor sumberdaya 

Menurut Edwards ID (dalam Wmamo, 2014:184), perintah-perintah 

yang telah diteruskan secara cennat, jelas dan konsisten tidak. menjamin 

bahwa implementasi akan berjalan secara efektif. Pelak.sana masih 

memerlukan dukungan sejumlah sumber daya untuk dapat melaksanakan 

kebijakan-kebijakan dimaksud. Adapun sumber daya utama yang diperlukan 
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untuk melaksanakan suatu kebijakan meliputi : staf, informasi, wewenang dan 

fasilitas. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam irnplementasi kebijakan. Salah 

satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, 

ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bulungan merupakan pelaksana dalam pengelolaan drainase 

dalam hal ini membutuhkan peningkatan kompetensi pelaksana terkait 

pengelolaan drainase . Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase ini 

salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya adalah minimnya staf 

pelaksana yang ahli dan berkompeten secara teknis dalam pengelolaan drainase, 

hal ini diakibatkan -minimnya kesempatan bagi · para pelaksana pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalarn mengikuti diklat dan bimtek 

mengenai pengelolaan drainase perkotaan. 

Menurut Goggin et. AI, 1990 dalam Erwan dkk, ( 2012 : 149) bahwa 

jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang di beri mandat untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi 

tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Keahlian dan kompetensi pe1aksana kegiatan terlladap penge1olaan 

drainase sangat berpengaruh terhadap implementasi pengelolaan drainase. Dalarn 

kasus ini bahwa minimnya staf pelaksana yang ahli dan berkompeten dikarenakan 

pindah I mutasi. Maka kondisi seperti ini seharusnya tidak. boleh di biarkan terlalu 

lama, harus ada staf pelaksana lainnya yang dilegasikan untuk mengikuti dik.lat 

atau pelatihan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan drainase. Untuk itu 

pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan pada setiap tahunnya porsi 
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anggaran untuk peningk.atan kompetensi berupa diklat maupun bimtek dalam 

pengelolaan drainase, Hal ini dilakukan agar para pelaksana pengelolaan drainase 

memiliki kompetensi yang cukup mumpuni untuk dapat melakukan pengeloaan. 

Untuk dapat berhasil dalam melaksanakan kebijakan irnplementator harus 

memiliki surnber daya yang memadai. Somber daya dimaksud dapat berupa 

somber daya manusia (kompetensi dan jumlah) dan financial. Tanpa sumber 

daya, maka suatu kebijakan akan hanya tinggal dikertas sebagai dokumen 

saja. Ditambahkan Edwards III bahwa perintah- perintah terkait implementasi 

muogkin saja ditransmisikan secara tepat. jelas dan konsisten. tapi iika 

implementator kekurangan somber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

kebijakan, maka implcmentasi sepertinya tidak akan efektif (Edwards Ill. J 

980:53). 

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang 

sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan. Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bulungan belum memiliki fasilitas dalam pengelolaan drainase. 

Hal ini diketahui dalam wawancara penulis kepada informan. Fasilitas berupa alat 

pengeruk lumpur (hexa mini), alat penyedot lumpur dan beberapa alat penunjang 

lainnya belum pernah terealisasi untuk: dianggarkan. Hal ini dikarenakan 

pelaksana dari Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan 

belum pemah mengajukan pembelian semua fasilitas ini di karenakan selama ini 

kegiatan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan di serahkan seutuhnya 

kepada pihak ketiga. 
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Implikasi dari pennasalahan ini terhadap kebutuhan dilapangan yang 

membutuhkan fasilitas pendukung dalam rangka pemeliharaan dan 

keberlangsungan sistem drainase. 

Menurut Wildavsky dalam Purwanto Agus (2012), bahwa besarnya 

anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan/ program menunjukkan 

seberapa besar political will pemerintah terhadap perS(mlan yang akan dipecahkan 

oleh kebijakan tersebut. Suatu kebijakan tentunya tidak akan dapat mencapai 

tujuan tanpa dukungan anggaran yang memadai. 

Ketersediaan anggaran sebagai kunci dari pelaksanaan suatu program 

kegiatan apabila tidak ada anggaran otomatis semua program tidak akan bisa 

terlaksana Untuk itu dibutuhkan porsi anggaran yang besar untuk dapat 

mendukung suatu program pemerintah terkait impelementasi suatu kebijakan, 

pemenuhan fasilitas penunjang maupun peningkatan kompetensi dari para 

pelaksana. 

Tersedianya fasilitas fisik yang memadai merupakan sumber daya yang 

sangat penting. Seorang implementor mungkin saja memiliki tenaga yang cukup 

dan kompetensi yang mumpuni dan memahami hal-hal yang seharusnya 

dilaksanakan akan tetapi bila tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

yang memadai, implementasi kebijakan yang efektif relatif sulit untuk 

dilaksanakan. 

Menurut Purwanto Agus (2012), di dalam menjalankan implementasi 

suatu kebijakan, seorang implementer tidak sekedar fokus pada delegasi tugas 

secara struktural saja tetapi ia juga harus memahami tujuan kebijakan dengan 

baik. Lebih dari itu, seorang implementer juga harus menginteprestasikan tujuan 
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kebijakan tersebut menjadi bahasa yang lebih operasional. Peran lain yang juga 

melekat pada implementer adalah kemampuan bekerjasama dengan lembaga lain. 

Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin 

bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Penggunaan 

wewenang yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan yang 

efektif. Hal ini menjadi sangat krusial ketika mekanisme pelaksanaannya 

melibatkan berbagai unit pelaksana dan mungk:in saja berasal dari berbagai 

tingkatan organisasi. 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan drainase, 

distribusi wewenang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya pembagian delegasi 

yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai tugas- dan fungsinya_. Terkait 

dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, 

Dalam hal ini, pelaksana dalam pengelolaan dminase dari Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mempunyai kewenangan yang begitu 

besar dalam pengelolaan drainase ini, Dinas PUPR sebagai pelaksana dalam 

program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok dan fungsi sehingga bisa 

mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas Pekeljaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan juga memilik.i kewenangan untuk dapat 

mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas terkait yang dianggap 

mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelolaan drainase ini yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. 

Untuk melibatkan unsur pelaksana teknis yang Jain dibutuhkan suatu 

koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu terhadap tugas dan wewenang yang 

akan dilegasikan dalam pengelolaan drainase, sehingga akan jelas tugas dan 
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kewenangan masing ~ masing organisasi pelaksana. Dinas Pekeijaan Umum dan 

Penataan Ruang dalam hal ini dapat mendelegasikan sebagian dari 

kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan karena 

seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan 

memiliki sejumlah personil yang dipekerjakan secara kontrak untuk dapat 

membantu dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan dan tidak menutup 

kemtmgkinan bahwa adanya penambahan personil terkait wilayah pengelolaan 

drainase yang luas untuk daerah perkotaan. 

_Paparan di diatas selaras dengan penelitian terdahulu dari Nurmawati 

(2015), Sumber daya yan~ ada baik di tingkat POKJA, PPL, GAPOKTAN dan 

Kecamatan/Desa telah be.rjalan namuri ~asih perlu ditingkatkim terutama pada 

sarana dan pcasarana pendukung operasional implementator lapangan (PPL dan 

GAPOKTAN), perlusaan kewenangan implementator, rasio perbandingan luasan 

wilayah dan implementator lapangan, peningkatan pengetahuan, informasi dan 

keterampilan bagi implementator. 

Untuk itu perlu perbatian penub bagi pemerintah daerab Kabupaten 

Bulungan dalam pertingkatan sumber daya baik itu sumber daya manusia dengan 

pertingkatan kompetensi pelaksana, pernenuban fasilitas dengan pengadaan 

peralatan penunjang kegiatan pengelolaan dan pembagian kewenangan dalam 

pengelolaan dntinase kepada dinas teknis terkait. 

c. Faktor Dlsposlsl 

Menurut Metter dan Hom (197S) slkap penerimaan atau penolakan clarl 

aparat pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan 
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bukan merupakan hasil kesepakatan bersama. Oleh karena itu, suatu kebijakan 

perlu dijalankan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan dengan cara 

mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. 

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase, pelaksana belum 

memiliki komitmen untuk betul-betul melaksanakan kebijakan sebagaimana 

mestinya hal ini dikarenakan pelaksana tidak didukung oleh berbagai sarana, 

pengetahuan dan kebijakan yang mendukung untuk dapat melaksanakan kebijakan 

tersebut, hal ini sangat jelas akan berpengaruh terhadap sikap pelaksana dalam 

melaksanakan tugasnya. Disamping itu, disposisi bisa timbul daJam diri pelaksana 

apabila dalam menjalank.an togasnya diberikan atau ditunjang dengan insentif 

sesuai dengan tugas yang diketjakannya 

Menurut Van Hom (dalam Widodo 1974:123) menegaskan bahwa 

.. sumber daya kebijakan (policy resources) tidak: kalah pentingnya dengan 

komunikasi. Sumber daya kebijakan ini barns juga tersedia dalam rangk:a untuk 

memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Somber daya ini terdiri 

atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan 

(implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif 

lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap 

gagalnya implementasi kebijakan. 

Hal ini selaras dengan penelitian terdaholo yang dikemukakan oleh 

(Nurmawati, 2015:131-132). Yaitu berkaitan dengan Disposisi (Sikap Pelaksana), 

hal ini belum efektif karena walaupun Stakeholder/SKPD/Pokja, PPL dan 

Masyarakat Petani sudah melaksanakan sesoai dengan Togas Pokok dan 
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Fungsinya masing-masing, tetapi laju dan lambatnya perkembangan food estate 

ini harus di dukung oleh sikap dan kemauan untuk mengembangankan 

pembangunan food estate di desa Tanjung Buka dengan didukung anggaran yang 

tersedia. Masyarakat Petani mengharapkan kepada Pemerintah Daerah selaku 

pembuat kebijakan agar dapat menyediakan atau memberikan insentif agar dapat 

memberikan semangat atau motivasi guna mensukseskan program pengembangan 

Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka. 

Sesuai dengan pemyataan diatas maka begitu penting pengaruh insentif 

dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan keterangan 

informan maka dana insentif di berikan ketika ada kegiatan baik itu kegiatan fisik 

pembangunan mauptm normalisasi (pemeliharaan). Sehingga ketika dalam posisi 

tidak ada kegiatan penggelolaan drainase yang dianggarkan ke dalam DIP A akan 

berpengaruh kepada sikap pelaksana yang pastinya tidak akan melakukan tugas 

dan wewenangnya dalam pengelolaan drainase. Untuk mengingat bahwa kegiatan 

dalam pengelolaan drainase ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya 

operasional dan terns menerus harus dilakukan, perlu ketersediaan dana 

penunjang yang dianggarkan setiap tahunnya bagi pelaksana agar dapat 

mendorong pelaksana agar senantiasa aktif dan mempunyai komitmen untuk 

betul-betul menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong 

pencapaian tujuan dalam kebijakan dalam pengelolaan dralnase. 

d. Faktor blrokrasl 

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi. 

Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuab kebijakan horus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan ]alan melal<ukan koordlnul 
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dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka 

akan menghambat jalannya kebijakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Edwards m (1984) mengemukakan 

dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi kearah yang 

lebih baik yaitu melakukan Standar Operating Prosedures (SOP) dan fragmentasi. 

SOP adalah suatu pedoman yang dapat digunakan oleh pelaksana dalam 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapk.an. Dari basil 

wawancara maka diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bulungan belum memiliki SOP dalam pengelolaan drainase hal ini 

dikarenakan belum ada inisiatif dari pihak dinas untuk membuatnya akan tetapi 

berdasarkan hasil wawancara mak.a akan segera direalisasikan jika rnemungkinkan 

akan dilakukan konsultasi ke daerah lain untuk mengadopsi SOP yang sudah ada 

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau 

aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja Pembagian tugas kepada seluruh 

aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan 

komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian 

tujuan. Dukungan struktur organisasi yang tepat terutama Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai leading sektor dalam 

menjalankan kebijakan public sangat menunjang keberhasilan implementasi 

kebijakan publik. 

Dari hasil wawancarn ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan 

keterangan dari informan dari Dinas PUPR bahwa sulit bagi mereka untuk dapat 

menangani pengelolaan drainase itu sendiri, maka diperlukan peran dari semua 
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unsur terkait dalam melaksanakannya. Penyebaran tanggung jawab yang dberikan 

kepada unsur terkait itu sendiri dlharapkan harus jelas dan disepakati secara 

bersama - sama dan dibutuhkan ketjasama antara para aparat pelaksana dan 

struktur organisasi yang kondusif untuk menjalankan setiap tahapan kebijakan. 

Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuab kebijakan harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan mengadakan 

koordinasi dengan baik. Untuk mencapai suatu tujuan kebijak:an tidak mungkin 

akan dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Artiny~ Perlu 

peran dari semua pihak dalam memhangun kerjasarna berbagai pihak. Kinerja 

implementasi kebijak:an dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan 

tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-~tur yang ada di leVel 

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka 

akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2006). 

e. Dukungao PubJik 

Esensi dari kebijakan public sesungguhnya terletak pada hubungan antara 

negara dengan masyarakat. Paradigma kebijakan public yang kaku dan tidak 

responsif merupakan cerminan dari hubungan negara dan masyarakat yang kaku 

dan tidak responsif pula Sebaliknya, paradigm kebijakan public yang luwes dan 

responsif akan merupakan luaran dari hubungan yang luwes dan responsif antar 

negara dan masyarakat. (Tach jan, 2006 : 211) 

Dukungan public dalam implementasi kebijakan pengololaan drainase ini 

di artikan sebagai dukungan masyarakat terbadap kebijakan pengelolaan drainase. 

Dari informasi yang di peroJeh dari wawancara maka dapat kita ketahui bahwa 

terkait dukungan public ini masih sangat minim. Dibuktikan oleh kenyataan 
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dilapangan bahwa belum adanya kesadaran masyarakat kondisi drainase di 

lingkungan mereka dan kontribusi penyimpangan terhadap drainase yang masih 

cukup tinggi. Sulitnya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan 

drainase seperti kelja bakti membuktikan bahwa dukungan public dalam hal ini 

pengelolaan drainase masih rendah. 

Menurut (Bachtiar, 2016) Untuk mendukung pelaksanaan manajemen 

pembangunan yang diperankan pemerintah melalui instrumen kebijakan publik, 

upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat 

pemerintahan serta organisasi civil society agar dapat mengambil peranan yang 

tepat dalam interaksi demokratis serta proses kebijakan secara komprehensif. 

Untuk itu peran- serta_ masyarak.at langsung sangat diperlukan dan perlu terns 

diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak menjadi 

sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai 

kegiatan dan pengambilan serta implementasi kebijakan publik. Keberlmsilan 

pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, 

keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya. 

Dalam hal ini selaras dengan basil penelitian terdahulu yang dikemukakan 

oleh (Armen Yasir, 2012: 90) Bahwa adanya mekanisme konsultasi publik dalam 

perumusan kebijakan daerah dan peraturan ditingkat daerah sangat panting untuk 

membangun partisipasi publik. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan. Perundangan yang 

berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif 

yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan 
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tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. 

Paparan diatas di jelaskan bahwa begitu pentingnya dukungan dan 

pastisipasi publik dalam suatu implementasi kebijakan hal ini akan berpengaruh 

kepada peran serta publik terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu terkait 

implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan perlu peran 

serta masyarakat dalam pengelolaannya. Dukungan publik dapat kita ciptakan 

dengan melakukan sinergitas yang didasarkan pada suatu terobosan ataupun 

inovasi untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat berpartisipasi, hal ini 

dapat dilakukan dengan pemberian reward kepada masyarakat yang berhasil 

melakuka:n pengelolaan drainase secara swadaya. Hal ini bertujuan agar 

mendorong motivasi dan partisipasi masyarakat untuk dapat berkonstribusi dalam 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
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Pada bah sebelumnya telah diuraikan hasil-hasil penelitian, berdasarkan 

uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan basil 

penelitian ini. Kesimpu1an dan Saran yang dapat di berikan, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulwtgan tidak dapat di 

jadikan sebagai dasar kebijakan untuk pengelolaan drainase karena muatan 

pada perda GSB dan Perda RTRW tersebut tidak spesifik dalam pengaturan 

terhadap pengelolaan drainase dan tidak dapat di jadikan dasar, acuan 

maupun pedoman daJam pengelolaan drainase. 

2. lmplementasi Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan di 

laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dinas 

teknis yang memiliki tupoksi dalam pengelolaannya. Peran dari Dinas 

Peketjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai irnplementator utama dalam 

pengelolaan drainase ini masih jauh dari optimal, Hal ini bisa terlihat dati 

kenyataan dilapangan bahwa kondisi drainase menjadi sangat 

memprihatinkan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di 

Kabupaten Bulungan dibutuhkan 5 tahapan yang harus dilaksanakan secara 

optimal yaitu, dari segi penganggaran pengelolaan drainase, perencanaan 

drainase, pembangunan drainase, pemeliharaan drainase dan monitoring 

control terhadap drainase dan dari kelima tahapan ini Dlnas Pekorjaan 
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Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum dapat 

dilaksanakan secara optimal 

3. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan 

drainase di Kabupaten Bulungan yang dilakukan peneliti di dukung dan 

diperkuat oleh 5 (lima) indikator dalam teori Edward III yaitu dan teori 

Daniel Mazrnanian dan Paul A. Sabatier terkait implementasi kebijakan 

pada pengelolaan drainase maka di didapati beberapa fakta terkait faktor 

penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di 

Kabupaten Bulungan diantaranya yaitu (1). Komunikasi yang belum pemah 

dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat 

yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis le~t yaitu 

dengan rapat koordinasi (2). Somber daya dalam hal ini staf/pegawai yang 

tidak cukup memadai. ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. hal ini 

diakibatkan masih minimnya peluang bagi para staff dalam mengikuti 

diklat atau pelatihan khusus mengenai pengelolaan drainase perkotaan, 

tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase, Porsi 

anggaran yang minim sehingga sulit untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan ; (3). Sttuktur birokrasi yang ada dalam mendukung 

impJementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan 

masih betjalan kurang efekti~ perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk 

penguatan kelembagaan dan pembuatan SOP agar tahapan pelaksanaan 

jelas; (4) Disposisi dalam hal ini adalah sikap pelaksana dalam 

implementasi kebijakan pengeloaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat 

dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase akan 
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tetapi tidak ditunjang oleh adanya insentif operasional ; (5) Peran public 

dalarn pengelolaan drainase yang masih rendah sehingga diperlukannya 

terobosan atau inovasi berupa reward upaya mendorong pastisipasi 

masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis pada pembahasan basil penelitian serta kesimpulan 

yang dik.emukakan sebelumnya, penelitian ini kemudian memberikan 

rekomendasi melalui saran-saran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau 

dasar evaluasi efektivitas koordinasi bagi berbagai pihak yang dapat ditinjau dari 

dua jenis saran sebagai berikut: 

1. Teoritis : 

a. Melihat ruang lingkup dan cakupan penelitian ini yang rnasih sebatas 

pada konsep implementasi kebijakan yang ditinjau dari lima aspek yaitu 

komunikasi, sumberdaya, disposisi, birokrasi dan dukungan publik, 

maka perlunya upaya untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

dengan mencakup konsep implementasi kebijakan dengan aspek 

lainnya yang dianggap relevan dengan konsep guna untuk memperkaya 

kajian dalam implementasi kebijakan. 

2. Praktis: 

a. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di K.abupaten 

Bulungan harus di lakukan perumusan kebijakan terkait pengelolaan 

drainase dalam bentuk peraturan daerah (perda). Oleh sebab itu 

perlunya dilakukan tahapan - tahapan dalam proses perumusannya dan 

membutuhkan peran dari semua pihak: untuk dapat merealisasikannya 
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b. Dalam mewujudkan suatu implementasi kebijakan pengelolaan drainase 

yang optimal perlu memaksimalkan peran dari pelaksana dalam 

pengelolaannya. Mulai dari tahap penganggaran, perencanaan drainase, 

pembangunan drainase, pemeliharaan drainase dan monitoring. Untuk 

itu pada setiap tahapannya barns dilakukan kontrol dan pengawasan 

sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaannya. 

c. Menindaklanjuti faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan maka perlu 

upaya penanganan terkait (1). Komunikasi, harus dilakukan sosialisasi 

terkait pengelolaan drainase kepada masyarakat dan dilakukan rapat 

koordinasi seCara intens kepada sesama unsur dinas teknis terkait (2). 

Somber daya, Stafpelaksana harus mengikuti diktat dan bimtek terkait 

pengelolaan drainase sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi. 

terkait fasilitas harus di upayakan agar memiliki fasilitas yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam pengelolaan drainase 

dapat ditakukan dengan mengganggarlatn terkait pengadaan fasilitas ini 

ke daJam DIPA Kab.Bulungan dan terkait minimnya anggaran 

pengelolaan drainase maka dapat di upaya kan dengan membuat 

proposal bantuan kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pusat 

untuk dapot berkonstribusi dalam bentuk dana bantuan; (3). Struktur 

birokrasi, dapot dilakukan dengan konsultasi terkait SOP dengan 

pemerintah daerah untuk mengadopsi ; (4) Disposisi, yaitu dengan 

penggaangaran insentif operasional untuk pelaksana pengelolaan 

drainase ; (5) Peran public, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam 
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kegiatan pengelolaan drainase dan dapat pula memberikan reward 

kepada masyarakat yang telah berhasil melakukan pengeJolaan drainase 

di lingkungannya. Hal ini akan mendorong masyarakat - masyarakat 

yang lain untuk melakukan hal yang sama. 
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MA TRIK PEDOMAN WA W ANCARA 

PERTANYAAN IN FORMAN 

l.Kebijakan Peogelolaan Drainase di 
Kabupaten Bulungan 
a. Dalam hal kebijak:an tentang pengelolaan 1. Kepala Seksi Pengembangan 

drainase, terdapat 2 perda yang contain Penyehatan Lingkungan Pennukiman 
terhadap pengelolaan drainase, menurut dan Keterpaduan Program pada Dinas 
bapak apakab kedua perda tersebut cukup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
kuat untuk dapat di jadikan dasar ataupun Kabupaten Bulungan 
ketentuan dalam kebijakan pengelolaan 2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten 
drainase di Kabupten Bulungan? Bulungan 

b. Terkait pennasalahan kebijakan 
pengelolaan drainase di Kabupaten 
Bulungan menuntut adanya penyelesaian 
permasalahan sesegera mungk:in untuk 
dapat meminimalisir kemungkinan 
dampak yang terjadi di masyarakat. 
Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk 
produk hukum yang legal dan spesifik 
untuk mengatur ketentuan dalam 
pengelolaan drainase. Menurut bapak 
apakah perlunya regulasi ten tang 
pengelolaan drainase (perda drainase) di 
Kabupaten Bulungan? 

2.Implemeotasi Kebijakan Peogelolaan 
Drainase di Kabupaten Bulungan 
a. lntegritas Pemerintah Daerah Kabupaten I. Kepala Seksi Pengembangan 

Bulungan dalam implementasi kebijakan Penyehatan Lingk:ungan Pennukiman 
pengelolaan drainase saat ini masih jauh dan Keterpaduan Program pada Dinas 
dari optimal hal ini bisa terlihat dari Pekeljaan Umum dan Penataan 
lambannya daJam mengatasi pennasalahan Ruang Kabupaten Bulungan. 
drainase yang ada sekarang ini. Menurut 2. Kepala Bappeda & Litbang 
bapak sejauhmana peran pemerintah Kabupaten Bulungan 
selama ini dalam implementasi kebijakan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran 
pengelolaan drainase di Kabupaten dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
Bulungan? 4. Carnal Tanjung Selor 

5. Tokoh Masyarakat 
b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang I. Kepala Seksi Pengembangan 

telab di lakakan oleh pemerintah daerab Penyehatan Lingkungan Permukiman 
dalam implementasi kebijakan dan Keterpaduan Program pada Dinas 
pengelolaan drainase di Kabupaten Pekerjaan Umum dan Penataan 
Bulungan sejauh ini? Ruang Kabupaten Bulungan. 

2. Kepala Bappeda & Litbang 
Kabupaten Bulungan 

3. Bidang Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

4. Camat Tanjung Selor 
5. Tokoh Masyarakat 

1 
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MATRIK PEDOMAN WAWANCARA 

c. Berdasarkan kewenangan dalam I. Kepala Seksi Pengembangan 
pengelolaan drainase menurut bapak Penyehatan Lingkungan Permukiman 
siapakah yang paling bertanggung jawab dan Keterpaduan Program pada Dinas 
terbadap kondisi drainase yang ada Pekerjaan Umum dan Penataan 
sekarang ini? Ruang Kabupaten Bulungan. 

2. Kepala Bappeda & Litbang 
Kabupaten Bulungan 

3. Bidang Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

4. Carnal Tanjung Selor 
3. Faktor Penghambat DaJam Implemeotasi 

Kebijakan Drainase di Kabupaten 
Bulune:an 

A. Komunikasi 

I. Kepala Seksi Pengembangan 
Penyehatan Lingkungan Permukiman 

I) Penyaluran infonnasi kepada 
dan Keterpaduan Program pada Dinas 

masyarakat dapat berupa sosialisasi, 
Pekeljaan Umum dan Penataan 

apakab pemab dilakukanilya 
Ruang Kabupaten Bulungan. 

sosialiasasi kepada masyarakat terkait 
2. Kepala Bappeda & Litbang 

pengelolaan drainase yang difasilitasi 
Kabupaten Bulungan 

oleh pihak pemerintah daerah? 3. Bidang Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

4. Camat Tanjung Selor 
5. Tokoh MasYarakat 

2) Rapat koordinasi oleh semua unsur I. Kepala Seksi Pengembangan 
pelaksana terkait merupakan media Penyehatan Lingk:ungan Pennukirnan 
penyarnpaian informasi yang paling dan Keterpaduan Prognun pada Dinas 
efektif untuk dapat dilaksanakan. Pekeljaan Umum dan Penataan 
Kegiatan ini harus dilakukan secara Ruang Kabupaten Bulungan. 
in tens if agar terciptanya suatu 2. Kepala Bappeda & Litbang 
komunikasi yang baik antar semua Kabupaten Bulungan 
unsur terkait. apakab pemab 3. Bidang Pengendalian Pencemaran 
dilakukannya kornunikasi berupa rapat dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
koordinasi dengan pihak - pihak 4. Carnat Tanjung Selor 
terkait untuk mernbahas tentang 
permasalahan drainase di Kabupaten 
Bulungan yang difasilitasi oleh 
oemerintah daerab? 

B. SumberDaya 

I) Dalam implementasi kebijakan I. Kepala Seksi Pengembangan 
pengelolaan drainse di Kabupaten Penyehatan Lingkungan Pennukiman 
Bulungan faktor sumberdaya dalam dan Keterpaduan Prognun pada Dinas 
hal ini yaitu staf /pegawai. Apakah Pekeljaan Umum dan Penataan 
ada pelaksana yang berkompeten Ruang Kabupaten Bulungan. 
dalam oenoelolaan drainase? 

2 
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MATRIKPEDOMAN WAWANCARA 

2) Selain sumberdaya man usia, I. Kepala Seksi Pengembangan 
dukungan fasilitas juga memiliki Penyehatan Lingkungan Pennukirnan 
peran yang san gat penting dalam dan Keterpaduan Program pada Dinas 
implementasi kebijakan pengelolaan Pekeljaan Umum dan Penataan 
drainase di Kabupaten Bulungan. Apa Ruang Kabupaten Bulungan. 
saja fasilitas yang dimiliki oleh Dinas 2. Bidang Pengendalian Pencernaran 
PUPR dalam hal ini berupa alat bantu dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
yang dapat digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan dilapangan, 
contohnya seperti alat pengeruk 
lumpur, dump truck sebagai 
penggangkut lumpur, dan pompa air 
sebagai penyedot lumpur? 

c. Disposisi atau sikap pelaksana 

I) Disposisi atau sikap pelaksana adalah 
I. Kepala Seksi Pengemba.ngan 

komitmen dari aparat pelaksana untuk 
Penyehatan Lingkungan Pennukiman 

betul-betul melaksanakan kebijakan 
publik. Men~rut bapak apakah 

dan Keterpaduan Program pada Dinas 

pe1aksana dari Dinas -PUPR memiliki P~kerjaan Umum dan Penataan 

komitmen dalam - melaksanaan Ruang Kabupaten Bulungan. 

pengelolaan drainase yang baik? 
I. Kepala Seksi Pengembangan 

2) Apakah ada insentif khusus bagi Penyehatan Lingkungan Permukiman 
pelaksana pengelolaan drainse pada dan Keterpaduan Program pada Dinas 
DinasPUPR? PekeJjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bulungan. 

D. Birokrasi 

1) SOP merupakan standar operasional I. Kepala Seksi Pengembangan 
procedure yang digunakan sebagai Penyehatan Lingkungan Pennukiman 
pedoman untuk melaksanakan suatu dan Keterpaduan Program pada 
kegiatan. Apakah Dinas PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
memilki SOP dalam pengelolaan Ruang Kabupaten Bulungan. 
drainase di Kabupaten Bulungan? 

2) Fragmentasi adalah upaya penyebaran I. Kepala Seksi Pengembangan 
tanggung jawab kegiatan atau Penyehatan Lingkungan Pennukiman 
aktivitas pelaksana di antara beberapa dan Keterpaduan Program pada Dinas 
unit kerja. Pembagian tugas kepada Peketjaan Umum dan Penataan Ruang 
seluruh aparat pelaksana kebijakan Kabupaten Bulungan 
diharapkan dapat memudahkan 
koordinasi dan komunikasi antara 
aparat pelaksana, sehingga dapat 
mendukung pencapaian tujuan. 
Apakah menurut bapak hal ini sudah 
dilakukan oleh Dinas PUPR? 
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MATRJKPEDOMANWAWANCARA 

E. Dukungan Publik 

1) Dalam melaksanakan suatu 1. Kepa\a Seksi Pengembangan 
implementasi kegiatan maka kita Penyehatan Lingkungan Permukiman 
harus mendapatkan ukungan publik dan Keterpaduan Program pada Dinas 
agar program yang dilaksanakan bisa Pekerjaan Umum dan Penataan 
berhasil. Menurut bapak apakab Ruang Kabupaten Bulungan. 
dalam pengelolaan drainase di 2. Camat Tanjung Selor 
Kabupaten Bu1ungan 

.. 
3. Tokoh Masyarakat llll 

mendapatkan dukungan public dalam 
pengimplementasiannya? 

1. Kepala Seksi Pengembangan 
2) Sejauh mana upaya pemerintah Penyehatan Lingkungan Permukiman 

daerah untuk mendapatkan dukungan dan Keterpaduan Program pada Dinas 
publik dalam pengelolaan drainase di Pekerjaan Umum dan Penataan 
Kabupaten Bulungan ini ? Ruang Kabupaten Bulungan. 
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PEDOMANWAWANCARA 
(Untuk Kepala Beppeda & Litbang Kabupaten Bulungan) 

JUDUL: IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN 

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan 

a. Dalam hal kebijakan tentaog pengelolaan drainase, terdapat 2 perda 

yang contain terbadap pengelolaan drainase, meourut bapak apakab 

kedua perda tersebut cukup kuat untuk dapat di jadikan dasar 

ataupun ketentuan dalam kebijakan pengelolaan drainase di 

Kabupteo Bulungan? 

Semua kebijakan ketika dapat dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan 

dan pesan dari kebijakan tersebut tentunya pasti akan menghasilkan 

sesuatu yang di harapkan, akan tetapi perlu k.ita ingat bahwa apakah 

kebijakan itu sendiri bisa terlaksana apabila sasaran dari kebijakan itu 

sendiri tidak mengetahui muatan dalam kebijakan atau dalam hal ini perda. 

Saya rasa ketika masyarakat tahu isi dari kedua kebijakan itu dan 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya maka saya jamin pennasalahan 

dalam pengelolaan drainase akan sedikit terkurangi, mengapa saya bisa 

mengatakan seperti itu karena otomatis pemerintah bisa dengan leluasa 

dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya karena gangguan 

terhadap drainase itu sendiri akan terkurangi 

b. Terkait permasalaban kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan menuntut adanya penyelesaiao permasalaban sesegera 

mungkin untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang 

terjadi di masyarakat. Dibutubkan suatu kebijakan dalam bentuk 

produk bukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan 

dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakab perlunya 

regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten 

Bulungan? 

Bahwa pada dasamya pemerintah Kabupaten Bulungan sudah 

mengeluarkan kebijakan - kebijakan mengenai masalah drainase itu 

sendiri walaupun belum spesifik. Mungkin tidak menutup kemungkinan 
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kedepannya perlu di buatnya perda yang khusus untuk menangani drainase 

ini sendiri agar bisa menjadi acuan bagi kita dalam pengelolaan drainase 

serta penindakan dalam penyimpangan yang terjadi selama ini di 

masyarakat. Apabila ada regulasi yang jelas maka akan memudahkan kita 

dalam pelaksanaan setiap tahapan daJam pengelolaannya karena di dalam 

perda itu jelas mana yang hams dilakukan dan mana yang tidak boleh 

dilakukan. 

2. lmplementasi. Kebijakan Pengelolaan Dra.inase di Kabu.paten Bu.lu.ngan 

a. Integritas Pemerintah Daerab Kabupaten Bulungan dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masib jaub dari 

optimal hal ioi bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi 

pennasalaban drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak 

sejaubmana peran pemerintab selama ini dalam ifi:Iplementasi 

kebijakao pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan? 

Selama ini kita telah mengganggarkan dan membangun tetapi hal yang di 

lupakan adalah pemeliharaan. Dalam hal ini pemeliharan tidak dilakukan 

secara optimal dan control terhadap aktivitas infrastruktur pun tidak 

pemah dilaksanakan. Hasil dari survey kemarin ditemukan bahwa bukan 

drainase yang ada tetapi banyak drainase yang tidak ada yang seharusnya 

ada,oleh karena itu maka dibutuhkan redesain dalam masterplan drainase 

serta revitalisasi terhadap drainase yang ada. 

b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh 

pemerintah daerab dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

draioase di Kabupaten Bulungan sejaub ini? 

Upaya pengganggaran dan pembangunan selama ini sudah kami lakukan 

akan tetapi karena beberapa tahun ini kami mengalami keterbatasan pada 

anggaran maka mungk.in banyak kegiatan - kegiatan yang kami stop 

pembiayaannnya tennasuk dalam pengelolaan drainase ini, Akan tetapi 

pada tahun depan akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena 

drainase merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi 
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terlepas dari kondisinya yang sekarang ini membutuhkan perhatian dan 

penanganan khusus. 

c. Berdasarkan kewenangao dalam pengelolaan drainase menurut 

bapak siapakab yang paling bertangguog jawab terbadap kondisi 

drainase yang ada sekaraog ini? 

Yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR karena pembangunan dan 

pemeliharaan prasarana umum perkotaan yang non perumahan baik 

jalan,air bersih maupun drainase adalah Dinas PUPR,. memang pada 

dasarnya stakeholder terkait hams membantu karena ini merupakan 

permasalahan bersama sehingga ak:an mempermudah percepatan 

penyelesaiannya. Akan tetapi pennasalahan drainase tidak semata - mata 

dari segi pengelolaan pemerintah daerah saja akan tetapi peran masyarakat 

itu penting, paling tidak: masyarakat jangan ikut berkontribusi terhadap 

gangguan drainase itu sendiri contohnya aktivitas penimbunan tanah yang 

cukup tinggi sehingga masyarakat seenaknya menutup saluran drainase 

untuk akses kegiatan itu. 

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di 
Kabupaten Bulungan 

a. Rapat koordinasi oleb semua unsur pelaksana terkait merupakan 

media penyampaian informasi yang paling efektif uotuk dapat 

dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar 

terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. 

apakah pernab dilakukannya komunikasi berupa rapat koordinasi 

dengan pibak- pibak terkait untuk membabas tentang permasalaban 

drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleb pemerintab 

daerab? 

Belum pemah dilakukan cuma baru- baru ini setahu saya pihak dari Dinas 

PUPR dipanggil oleh wakil bupati seperti rapat intern saja membicarakan 

masalah penanganan lokasi titik - titik yang mengalami genangan. Pada 

saat peninjauan kelapangan saya ikut dan menunjukkan lokasi - lokasi 

yang setau saya sering mengalami genangan seperti jalan binjai. 
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PEDOMAN WAW ANCARA 
(Untuk Kepala Seksi Pengembangan Penyebatan Liogkuogan 

Permukiman dan Keterpaduao Program pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabopaten Bulungan) 

JUDUL: IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN 

1. Kebijakao Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan 

a. Dalam hal kebijakan tentaog peogelolaan draioase, terdapat 2 perda 

yaog contain terbadap pengelolaan drainase, menurut bapak apakah 

kedua perda tersebut cukup kuat untuk dapat di jadikan dasar 

ataupun ketentuan dalam kebijakan pengelolaao drainase di 

Kabupten Bulungao? 

Tentunya tidak, kita bisa lihat sendiri contain kedua perda tersebut 

terhadap pengelolaan drainase masih minim, anda bisa lihat kondisi 

. sekarang ini apakah ada konstribusi kedua perda tersebut dalam 

pengelolaan drainase. Fakta dilapangan sangat jelas bisa kita lihat di 

seluruh kawasan kota semua kondisi drainase sangat memperibatinkan. 

Dan kondisi seperti ini janganlah dibiarkan, kami butuh dukungan semua 

pihak untuk dapat membantu kami. 

b. Terkait permasalaban kebijakao peogelolaan drainase di Kabupaten 

Bulongan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera 

mungkin uotuk dapat meminimalisir kemungldnan dampak yang 

terjadi di masyarakat. Dibutubkan suatu kebijakan daJam bentuk 

produk hokum yang legal dan spesifik untuk mengatur keteotuan 

dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakah perlunya 

regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten 

Bulungan? 

Sejauh ini belum ada perda yang khusus mengatur pengelolaan drainase di 

Kabupaten Bulungan, mungkin ada beberapa perda yang menyinggung 

tentang pengelolaan drainase dan secara tidak langsung mengatur 

ketentuan tentang perlindungan terhadap drainase akan tetapi saya rasa 

tidak cukup untuk mef\iadi acuan pemerintah daerah maupun masyarakat 
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karena selain perda itu tidak pemah dipublikasikan kepada masyarakat dan 

juga contain dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan daJam 

pengelolaan drainase, oleh karena itu harus ada perda yang khusus 

mengenai pengelolaan drainase secara spesifik agar jelas rule dan 

fimisment nya. 

2. lmplementasi Kebijakan Peogelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan 

a. lntegritas Pemerintab Daerab Kabupaten Bulungan dalam 

implementasi kebijakan pengelolaao drainase saat ini masib jaub dari 

optimal hal ini bisa terlibat dari lambannya dalam mengatasi 

permasaJaban drainase yaog ada sekarang ini. Menurut bapak 

sejauhmana peran pemeriotab selama ini dalam implementasi 

kebijakan pengelolaao drainase di Kabupateo Bulungao? 

Peran pemerintah saat ini masih jauh dari optimal, dibutuhkan komitmen 

penuh oleh pemerintah daerah untuk penanganan pennasalahan drainase 

ini, perlu prioritas penanganan baik dari segi anggaran, personil, regulasi 

dan peran semua pihak dalam melaksanakannya. Kami sudah melakukan 

tupoksi kami sebagai pelaksana teknis terkait pengelolaan drainase 

ini,akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa kami membutuhkan support 

dari pemerintah daerah untuk sernua itu .. 

b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telab di lakukan oleb 

pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini? 

Upaya yang telah kami sampai saat ini adalah melakukan review 

masterplan drainase pada 1ahun 2015 dan melakukan investigasi terhadap 

saluran drainase di perkotaan akan tetapi kendala kami adalah keterhatasan 

anggaran untuk. merealisasikannya baik pembangunan maupun 

pemeliharaan, dalam setiap tahun kegiatan pembangunan maupun 

pemeliharaan telah kami ajukan akan tetapi karena keterhatasan anggaran 

maka kegiatan ini tidak bisa terlaksana sesuai harapan kami. 
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c. Berda.sarkan keweoangan dalam pengelolaan draioase menurut 

bapak siapakab yaog paUog bertaogguug jawab terbadap koodisi 

draloase yang ada sekarang ini? 

Dinas PUPR memang merupakan dinas teknis terkait yang menangani 

masalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, akan tetapi 

apakah mungkin bisa terlaksana dengan baik apabila tidak ada somber 

daya yang memada~ seharusnya semua komponen bersama-sama bukan 

banya Dinas PUPR saja. Contobnya seperti pada Dinas Lingkungan Hidup 

mereka punya tenaga yang memadai sedangk:an Dinas PUPR pemeliharaan 

drainase hanya diketjakan secara parsial dan ada jangka waktu tertentu 

untuk masa pemeliharaannya, tidak bisa kontinu seperti yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan happeda yang merupakan leading 

sector dari semua dinas terkait ini sehamsnya bisa mensupprot kami dalam 

bentuk pendanaan yang kontinu agar program kegiatan yang sudah kami 

rencanakan bisa terealisasi dan yang terakhir adalah masyarakat. 

3. Faktor Pengbambat Dalam Implemeotasi Kebijakao Drainase di 
Kabupaten Buluogao 

a. Komunikasi 

1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa 

sosialisas4 apakab pernab dilakukannya sosialiasasi kepada 

masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleb 

pibak pemerintab daentb? 

Belum pemah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, karena 

menurut saya sebaiknya harus ada dulu penla yang mengatur tentang 

pengelolaan drainase ini Belum perlu untuk dilakukannya sosialisasi 

terkait penanganan drainase hal ini dikarenakan belum adanya perda 

yang mengatur tentang itu maka akan percuma sosialiasasi dilakukan 

apabila tidak disertakan regulasi yang mengatur dalam 

implementasinya. 
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2. Rapat koordinasi oleb semua onsur pelaksana terkait merupakan 

media penyampaian informasi yang paling efektif uutuk dapat 

dilaksauakan. Kegiatan ini barus dilakukan secara intensif agar 

terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur 

terkait. apakab pernab dilakukannya komunikasl berupa rapat 

koordinasi dengan pibak - pibak terkait untuk membabas 

tentang permasalaban drainase di Kabupaten Bulungan yang 

difasilitasi oleh pemerintah daerab? 

Pemah dilakukan I kali akan tetapi hanya rapat intern dengan bapak 

wakil bupati, yaitu membahas masalah drainase yang tersumbat dan 

terjadi genangan dimana- mana khususnya di area perkotaan sehingga 

ditemukan alternative penanganan yaitu menjebol saluran gorong­

gorong dengan pipa besi berdiameter besar agar saluran gorong­

gorong tidak tersumbat dan mernperlancar aliran air pada saluran. 

b. Somber Daya 

I. Dalam implemeotasi kebijakan peogelolaao drainse di 

Kabupaten Bulungan faktor sumberdaya dalam hal ini yaitu staf 

/pegawai. Apakab ada pelaksana yang berkompeten dalam 

pengelolaan drainase? 

Disini .yang. pemah mengikuti diktat pengelolaan dralnase perkotaan 

hanya 2 orang dan itupun sudah pindah ke provinsi dan kebidang lain, 

kesempatan buat bisa diklat bagi kami sangat sulit karena factor 

anggaran yang minim sehingga anggaran khusus untuk diklat 

dihilangkan dan dialihkan untuk Badan Diklat, akan tetapi tetap saja 

sulit dalam mendapatkan kesempatan untuk diktat karena dana yang 

berada pada badan diklat juga minim karena harus bisa 

mengakomodir kebutuhan diklat semua SKPD di Kabupaten 

Bulungan. 

2. Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki 

perao yang sangat pentiog dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Apa saja fasilitas 
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yang dimllikl oleh Dinas PUPR dnlam bal ini berupa alai buntu 

yang dapat diguoakan dalam pelaksanaao kegiatao dilapangan, 

oontoboya seperti alat pengeruk lumpur, dump truck sebagai 

penggangkut lumpur, dan pompa air sebagai penyedot lumpur? 

Kita belum memiliki alat khusus untuk nonnalisasi drainase yaitu 

seperti alat pengeruk endapan ( eksavator mini ) dan alat untuk 

penyedot lumpur maupun dump truck sebagai penggangkut lumpur, 

Belum pemab dianggarkan juga kednlam DPA karena kami masih 

binggung terkait mekanisme pengoperasiannya seperti apa, karena 

pastinya akan membutuhkan anggaran yang begitu besar terkait gaji 

dan operasional pekeija, terlebih dengan kondisi keuangan kita yang 

berapa tahun belakangan ini mengalami deficit keuangan, Tetapi 

apabila ada support dana yang memadai saya rasa kenapa tidak semua 

itu akan kami pikirkan. 

c. Disposisi atau silmp pelaksana 

l. Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmeo dari aparat 

pelaksaoa uotuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. 

Menurut bapak apakab pelaksana dari Dinas PUPR memiliki 

komitmen dalam melaksanaao pengelolaan drainase yang baik? 

Kami siap melaksanakan kebijakan apapun terbit tupoksi , apabila 

karni didukung oleh semua pihak, baik dari segi anggaran, fasilitas, 

pengetahuan yang cukup buat karni, apabila hal yang paling 

mendasar saja tidak disupport maka akan seperti apa kami 

melaksanakan kebijakan tersebut,sia - sia saya rasa, kami butuh 

komitmen yang tinggi dari kepala daerah dan atasan kami sebagai 

bentuk dukungan terhadap kebijakan ini. 
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2. Apakab ada insentif khusus bagi pelaksaua pengelolaau draiuse 

pada Dinas PUPR? 

Pastinya ada, berupa honorarium pelaksana kegiatan yang dihayarkan 

perbulan, Ketika ada peke~aan fisik terl<ait drainase haik itu 

perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan pasti aka nada 

insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan tetapi bisa tidak 

ada kegiatan maka honor juga tidak dapat dianggarkan. Jadi sifatnya 

hanya tergantung kegiatan saja. 

d. Birokrasi 

1. SOP meropakao standar operasional procedure yang digunakan 

sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Apakab 

Dinas PUPR memilki SOP dalam pengelolaan drainase di 

Kabupateo Bulungan? 

Kami belum mempunyai SOP dalam pengelolaan drainase, mungkin 

kami akan kami usahakan untuk bisa merealisasikannya, butuh 

koordinasi dan konsultasi mungkin kesuatu daerah agar dapat 

mengadopsi SOP yang sudah ada akan tetapi tetap akan kami 

sesuaikan dengan kondisi daerah kita. 

2. Fragmentasi adalab upaya penyebaran tanggung jawab kegiatao 

atau aktivitas pelaksana di antara beberaps unit kerja. 

Pembagian togas kepada selurub aparat pelaksana kebijakan 

dibarapkan dapat memudabkan koordinasi dan komunikasi 

aotara aparat pelaksana, sebingga dapat mendukung peocapaiao 

tujuan. Apakab menurut bapak hal ini sudab dilakukan oleb 

DinasPUPR? 

Saya rasa apabila pembagian tanggung jawab ini dilaksanakan maka 

akan mempermudah bagi kam~ karena selama ini hanya Dinas PUPR 

lah yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase, 

apabila pembagian tanggung jawab ini dilakukan pastinya semua 

pihak akan memiliki peran masing-masing. 
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e. Dukuugan Publik 

1. Dalam melaksanakan suatu implementasi kegiatan maka kita 

barus meodapatkao ukungan publik agar program yang 

dilaksanakan bisa berbasil. Menurut bapak apakah dalam 

pengelolaao drainase di Kabupaten Buluogao ini mendapatkan 

dukuogan public dalam pengimplementasiannya? 

Untuk saat ini dukungan public dalam pengelolaan drainase masih 

sangat minim dan masih jauh dari yang kita harapkan, Bisa dilihat 

dilapangan bahwa public Jah yang berkontribusi terhadap 

permasalahan yang muncul dilapangan. Akan tetapi kita tidak 

menutup mata bahwa ada segelintir masyarakat yang peduli terhadap 

drainase dilingkungannya, Hal ini bisa kita lihat beberapa kali 

di)akukannya kerja bakti membersihkan drainase yang dilakukan oleh 

warga j l.semangka akhir tahun lalu. Hal ini merupakan bukti bahwa 

masih ada yang peduli dengan drainase dilingkungan kita 

2. Sejauh mana upaya pemerintab daerab untuk mendapatkan 

dukungan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten 

Bulungan ini ? 

Terns terang belum ada upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan 

dukungan publik dalam pengelolaan drainase ini. Tapi akan kami 

coba untuk dapat merealisasikannya.kami harap masyarakat bisa 

bersabar terhadap kondisi ini. 
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PEDOMANWAWANCARA 
(Uotuk kepala Bidang Peogendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan ffidup Kabupaten Bulungan) 

JUDUL:~LEMENTASIKEBUAKANPENGELOLAAN 

DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN 

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungao 

a. Iotegritas Pemerintah Daerab Kabupaten Bulungan dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jaub dari 

optimal hal ini bisa terlibat dari lambannya dalam mengatasi 

permasalaban drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak 

sejaubmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi 

kebijakan peogelolaan draioase di Kabupateo Bulungan? 

Sejauh yang saya lihat peran dari pemerintah belum optimal, Banyak 

pelanggaran terkait penyalahgunaan drainase masih dibiarkan tanpa ada 

sangsi. 

b. Menurut bapak upaya~upaya apa saja yang telab di lakukan oleh 

pemerintah daerah dalam implemeotasi kebijakan pengelolaan 

drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini? 

- Ujmya yang kami lakukan hanya sebatas pembersihan sampah di sekitar 

saluran drainase, seperti rumput, sampah kering, daun., kayu!rantlng, dan 

memang hanya itu batas kewajiban kami. Bisa dilihat dalam perda Nomor 

8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis 

sampah rumah tangga, Di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa 

wewenang kami adalah menggangkut sampah dari TPS pada setiap 

kawasan rnenuju ke TPA. dan terkait sarnpah rumah tangga menuju ke 

TPS merupakan tanggung jawab warga rnaupun pengelola kawasan. Hal 

ini berarti bahwa sebenarnya terkait masalah pemeliharaan drainase juga 

sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat selaku pemilik 

kawasan. 
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c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan draiaase menurut 

bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terbadap kondisi 

drainase yang ada sekarang ini? 

Tentu saja Dinas PUPR lab yang lebih tepa! melakukan pemelibaraan dan 

nonnalisasi saluran drainase, karena Dinas PUPR merupakan dinas teknis 

yang mumpuni untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa kita lihat dalam 

tupoksi dari Dinas PUPR pada bidang Cipta karya sangat jelas bahwa 

untuk kegiatan perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan saluran 

drainase merupakan tupoksi dari salah satu seksi yaitu Seksi 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan 

Program. 

2. Faktor Peoghambat Dalam lmplementasi Kebijakao Draioase di 
Kabupateo Bulungan 

a. Komunikasi 

1. Rapat koordinasi oleh semua uosur pelaksana terkait merupakan 

media penyampaiao informasi yang paling efektif untuk dapat 

dilaksanakan. Kegiatao ini harus dilakukan secara intensif agar 

terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait. 

apakah pernah dilakukannya komunikasi berupa rapat koordinasi 

dengan Pihak- pihak terkait uOtuk membahas teiltang permasalahan 

drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemeriotah 

daerah? 

Belum pemah diundang rapat khusus membahas masalah pengelolan 
drainase. 

b. Somber Daya 

1. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaao drainase, 

distribusi weweoang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya 

pembagiao delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai 

togas dan fungsinya. Apakab bapak bersedia menerima distribusi 
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sebagian keweaangaa Diaas Pekerjaaa Umum daa Peaataaa Ruang 

untuk dapat benama - sama dalam peagelolaan draiaase di 

Kabupaten Bulungaa? 

Kami bersedia saja jika kami diajak untuk turut berkonstribusi dalam 

pengelolaan drainase, kami akan bantu semampu kami baik pemikiran 

maupun tenaga akan tetapi jika pastinya akan dibutuhkan banyak personel 

untuk membantu mengingat begitu Luas wilayah yang pastinya akan 

ditangani sehingga hal ini tentunya akan berimplikasi terhahap kebutuhan 

anggaran yang tidak sedikit. 
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PEDOMAN WAW ANCARA 
(Untuk Camat Tanjuog Selor) 

JUDUL: IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGEWLAAN 
DRAINASEDIKABUPATENBULUNGAN 

1. Implementasi Kebijakao Pengelolaan Drainase di Kabupaten Buluogan 

a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Buluogan dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ioi masih jauh dari 

optimal hal ini bisa terlihat dari lambanoya dalam mengatasi 

permasalaban drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak 

sejauhmana peran pemerintab selama ini dalam implementasi 

kebijakao peogelolaan drainase di Kabupaten Bulungao? 

Menurut saya kebijakan saja tidak cukup, perlu perencanaan yang matang 

dari dinas terkait untuk penanganan drainase saat ini .. 

b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yaog telab di lakukan oleb 

pemerintab daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

drainase di Kabupaten Boluogao sejauh ini? 

Kami bersama warga pemah beberapa kali melakukan kerja bakti 
membersihkan drainase secara bersama-sarna, akan tetapi itu semua 
inisiatif dari warga seternpat karena dilingkungan mereka kondisi 
drainasenya sudah san gat memprihatinkan, yaitu warga di jalan semangka 
Untuk sementara ini upaya kami hanya memberikan himbauan warga, 
Tapi saya rasa akan sangat sulit jika hanya berupa himbauan saja, harus 
ada peran daripada ternan-ternan yang berada pada SKPD terkait dalam 
pelaksanaannya .. 

c. Berdasarkao kewenangan dalam pengelolaan draioase meourut 

bapak siapakah yang paling bertaoggung jawab terhadap kondisi 

draioase yang ada sekarang ioi? 

Kalau dari lnstansi pemerintahnya jelas dinas teknisnya yaitu Dinas PUPR 
yang bertanggung jawab akan tetapi masyarakat juga mempunyai 
tanggung jawab terhadap saluran drainase dilingkungannya, jangan hanya 
selalu mengharapkan pemerintah yang turun tangan, karena pembersihan 
drainase seharusnya bisa dilakukan masyarakat secara swadaya dan hal ini 
memang membutuhkan inisiatif dari warga itu sendiri. 
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2. Faktor Pengbambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di 
Kabupaten Bulungao 

a. Komunikasi 

1. Penyalurao informasi kepada masyarakat dapat berupa 

sosialisasi, apakab pernah dUakukannya sosialiasasi kepada 

masyarakat terkait pengelolaao draioase yang difasilitasi oleb 

pibak pemerintab daerab? 

Belum pemah dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan drainase, 

pemah kami lakukan tetapi hanya berupa himbauan saja itupun atas 

perintah bapak PJ Bupati pada masa itu. 

2. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksaoa terkait merupakao 

media penyampaian informasi yaog paling efektif untuk dapat 

dilaksanakan. Kegiatao ini harus dilakukao secara intensif agar 

terciptaoya suatu komunikasi yang baik aotar semua unsur 

terkait. apak.ab pernah dilaknkaooya komuoikasi berupa rapat 

koordiaasi deogao pihak - pihak terkait untuk membahas 

tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang 

difasilitasi oleh pemerintah daerah? 

Belum pemah dan pada saat kunjungan kelapangan saya juga tidak 

dihubungi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
(fokoh Masyarakat) 

JUDUL: IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
DRAINASEDIKABUPATENBULUNGAN 

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Buluogao 

a. Integritas Pemerintab Daerab Kabupaten Bulungan dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ioi muih jauh dari 

optimal hal ini bisa terlibat dari lambannya dalam mengatasi 

permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Meourut bapak 

sejaubmana peran pemerintab selama ini dalam implementasi 

kebijakao pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan? 

Menurut saya apa yang pemerintah lakukan saat ini masih jauh dari yang 

kami harapkan, genangan air dari saluran drainase teJjadi dimana-mana 

tanpa ada penindakan, banyak sampah pada drainase dan menimbulkan 

bau, saya sudah lapor kemana-mana akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya 

hanya wacana - wacana saja, perencanaan yang sudah dibuat tidak efektif, 

dan diatas kertas saja tidak ada realisasinya dilapangan, sering turun 

kelapangan tapi hanya melihat saja tanpa ada realisasinya". (wawancara 

tanggal. 

b. Menurut bapak upaya-upaya_ apa ·saja yang telab di lakukan oleh 

pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini? 

Saya pemah mengajak warga disini untuk kerja bakti membersihkan 

drainase yang tersumbat, dengan mengajak ketua RT agar dapat memberi 

info pada warganya untuk kerja bakti akan tetapi itu hanya dilakukan I 

kali, karena yang ikut berpartisipasi pun tidak banyak, pihak dari para 

ketua RT disini tidak kompak dan bisa dibilang warganya juga masa 

bodoh terhadap kondisi yang ada. 
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2. Faktor Peoghambat Dalam lmplementasi Kebijakan Draioase di 
Kabupaten Bulungao 

a. Komunikasi 

1. Penyaluran ioformasi kepada masyarakat dapat berupa 

sosialisasi, apakah pernah dilakukaooya sosialiasasi kepada 

masyarakat terkait peogelolaao draioase yang difasilitasi oleb 

pibak pemerintah daerah? 

Belum pemah dilakukannya sosialiasi mengenai pengelolaan drainase 

selama ini baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi 

maupun pihak lain. 

b. Dukungan Publik 

l. Sejaub mana upaya pemerintab daerah untuk meodapatkan 

dukungan publik dalam pengelolaan draioase di Kabupateo 

Bulungan ini ? 

Apa yang dilakukan pemerintah apabila itu baik tentunya akan kami 

dukung. Termasuk kebijakan tentang drainase ini, untuk itu perlu 

sebenamya mengajak masyarakat unruk bersama-sama melakukan 

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini. Mungkin adanya 

himbauan berupa pembersihan drainase dengan ketja bakti setiap 

bulannya karena saat ini sulit untuk dapat mengajak masyarakat 

meluangkan waktu kelja bakti, walapun ada yang datang hanya 

sedikit. 
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